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ABSTRAK 

MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG 

KARANG BANDAR LAMPUNG 

(Studi Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang 

Bandar Lampung) 

Oleh: 

HELDA PURWANINGSIH 

NPM : 1341040049 

 

 Mediasi di Pengadilan Agama, sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk 

menekan tingginya angka perceraian yang terjadi setiap tahunnya, dengan tujuan 

untuk mendamaikan suami istri yang ingin bercerai melalui pihak ketiga (Mediator). 

Tingginya angka perceraian dan bahkan hampir setiap tahunnya meningkat, 

sehingga menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan secara 

kekeluargaan, untuk itulah perlu adanya mediasi, dalam proses mediasi, 

membutuhkan waktu yang panjang, yang menjadi pokok permasalahanya yaitu “ 

Bagaimana Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Labuhan 

Ratu  Bandar Lampung”. 

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi perceraian 

di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung. Penelitian yang 

digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), yaitu suatu jenis penelitian 

yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di 

lapangan. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

desain studi kasus. Populasi yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung 

Karang yaitu berjumlah 16 orang Hakim Mediator dan yang menjadi sampel adalah 2 

orang Hakim yang sudah tersertifikasi dan 1 orang Hakim Mediator yang belum 

tersertivikasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpul data menggunakan 

interview, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Kelas 1A 

Tanjung karang ialah bahwa mediasi bukanlah sekedar formalitas saja yang harus 

dilalui dalam proses perceraian, akan tetapi dalam proses mediasi, Hakim Mediator 

bersungguh-sungguh  mengupayakan pihak yang bersengketa baik suami ataupun istri 

yang ingin bercerai untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi   melalui 

proses mediasi.proses mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu pramediasi, pembentukan forum, pendalaman 

masalah, penyelesaian akhir dan penentuan hasil kesepakatan. 

 

Kata kunci : Mediasi, Percerai 
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MOTTO 

 

                                   

                             

        

 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia” 

(QS. Ar-Ra’du:11)
1
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas  dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami 

judul yang telah diajukan, maka penulis perlu menjelaskan arti yang terdapat 

pada judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “ MEDIASI PERCERAIAN DI 

PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNG KARANG “ . 

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang 

memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi,
1
 Mediasi adalah salah satu 

alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan jasa 

seorang mediator atau penengah.
2
 Mediasi yang dimaksud oleh penulis dalam 

penelitian ini yaitu lebih ditekankan pada proses mediasi yang dilakukan oleh 

mediator dalam penyelesaian sengketa. 

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang meresa dirugikan oleh 

pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini 

kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan 

pihak pertama, serta menunjukan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang 

dinamakan dengan sengketa. Mediasi bertujuan menyelesaikan sengketa melalui 

penggalian dan penelusuran kepentingan dan kebutuhan para pihak. 

                                                           
1
Nurnaningsih Amriani,  Mediasi Alternatif  Penyelesaian Sengketa  Perdata  di Pengadilan 

(jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h.26 
2
Tim Penyusun Kamus Hukum Ekonomi FLIPS,1997,  jakarta : Flip Projeck , h. 111 ( diakses 

pada tanggal 19 juni 2016 ) 

1 
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Perceraian atau Thalak menurut bahasa adalah melepaskan tali, thalak 

merupakan salah satu pemutusan ikatan suami istri karena sebab tertentu yang 

tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga.
3
  

Menurut Minuchin, beranggapan bahwa masalah masalah keluarga sering terjadi 

karena struktur keluarga dan pola transaksi  yang dibangun tidak tepat.
4
 

Mengubah struktur keluarga berarti menyusun kembali keutuhan dan 

menyembuhkan perpecahan antara dan seputar anggota keluarga. Sedangkan 

munurut Satir,  masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga berhubungan 

dengan Self- Estem dan komunikasi. Menurutnya keluarga adalah fungsi penting 

bagi keperluan komuniasi dan kesehatan mental. 

Jika sebuah keluarga tidak bisa dipertahankan lagi atau sudah tidak ada 

kecocokan diantara mereka, maka jalan yang mereka ambil adalah bercerai, 

walaupun menurut ajaran islam,  thalak / cerai  adalah perbuatan halal yang 

sangat dibenci Allah. Oleh karena itu,kita sebagai umat manusia yang dilindungi 

oleh Allah, diharuskan menjaga keharmonisan atau keutuhan berumah tangga, 

karena jika kita  tidak menjaganya, maka keutuhan rumah tangga akan hancur, 

dan mengakibatkan perselisihan diantara keluarga yang lain dan berdampak pada 

perceraian dalam rumah tangga itu sendiri. untuk itu pentingnya komunikasi 

dalam berumah tangga untuk memahami satu sama lain. 

 

                                                           
3
Sudarsono, Pokok – Pokok Hukum Islam,  (Jakarta :Rineka Cipta, 1992 ) , h. 261 

4
Latipun,  Psikologi Konseling, ( Malang : Universitas Muhamadiyah Malang, 2008 ),  h.  212 
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B. Alasan memilih judul 

Judul yang penulis buat tentunya memiliki alasan tersendiri, Adapun yang 

melatarbelakangi penulis memilih judul  “Mediasi Perceraian Di Pengadilan 

Agama Kelas 1A tanjung karang” adalah sebagai berikut :  

1. Dengan adanya Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan suatu permasalahan 

diantara kedua belah pihak, agar dapat mencapai kesepakatan sehingga 

perselihan diantara mereka tidak mengakibatkan permusuhan dan tetap 

menjalin silahturahmi dengan baik. 

2. Mediasi Perceraian adalah salah satu alternatif bagi mereka yang bersengketa 

untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi guna tercapainya 

pengadilan yang sederhana sesuai dengan proses  hukum yang ada. 

3. Pada saat  proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Tanjung 

Karang  mediator melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak, dengan 

tujuan agar dapat diketahui permasalahannya  

4. Dalam setiap sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang,  

beberapa orang yang bercerai melakukan proses Mediasi, proses mediasi  

inilah yang ingin  diketahui oleh penulis 
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C. Latarbelakang 

Menikah merupakan suatu tindakan yang terpuji,  yang termasuk perintah 

dalam agama dan sunah rosul. Menikah merupakan suatu momen yang sakral, 

dimana dalam pernikahan tercipta keluarga yang harmonis, sakinah, mawahdah, 

dan warohmah itulah yang sering kita dengar ketika pernikahan dilaksanakan. 

Orang yang menikah termasuk hamba-Nya yang sangat mulia, suci yang dinilai 

oleh Allah Subhanawataa‟ala sebagai salah satu sarana beribadah dan mengabdi 

kepada- Nya.
5
 

Menurut sabda  Nabi Muhammad Sholollahua‟laihiwasallam yaitu:  

 

Artinya : “Dan dalam riwayat Baihaqi disebutkan, Rasulullah SAW 

bersabda, “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia 

telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah 

dia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”.
6
 

 

Bagi orang yang telah menikah, apa saja yang dikerjakannya baik suami 

maupun istri asalkan tidak melanggar aturan Allah dinilai sebagai ibadah. Dan 

tanpa disadari sebenarnya setiap apa yang dikerjakan oleh orang yang sudah  

menikah itu adalah ibadah. Banyak orang dewasa yang mempunyai konsep 

perkawinan yang romantis yang berkembang pada masa remaja. perkawinan 

                                                           
5
 Muhammad Amrullah, Majalah Perkawinan dan Keluarga. ( Jakarta : BP4 Jakarta Pusat, 

2009), h. 38 
6
HR. Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash 

Shahihah,  no. 625 
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sering membawa kekecewaan yang menambah kesulitan penyesuaian terhadap 

tugas dan tanggung jawab perkawinan. 

Hakikat perkawinan bukan terletak pada pernikahan dengan menggelar 

acara yang glamour saat resepsi, melainkan menjadikan rumah tangga yang 

sakinah mawadah dan penuh kasih sayang. Sebaiknya perlu disiapkan 

pengetahuan atau bekal hidup berumah tangga jangan sampai menikah, jika 

pernikahan justru mengantarkan mereka pada perceraian. 

Selama tahun pertama dan kedua perkawinan, pasangan suami istri 

biasanya harus melakukan penyesuaian utama satu sama lain, terhadap anggota 

keluarga masing masing. Sementara mereka sedang melakukan penyesuaian yang 

sering timbul. Ketegangan emosional duniawi dipandang sebagai periode balai 

keluarga muda setelah mereka saling menyesuaikan dengan kedudukan mereka 

sebagai orang tua. Penyesuaian terhadap kedua belah pihak baik orang tua 

maupun saudara akan banyak menimbulkan masalah. Saat penyesuaian terhadap 

aspek yang berbeda dalam hidup sebagai suami istri harus dilakukan dengan cara 

yang berbeda pula.sesuai dengan tingkat usia perkawinan mereka.  

Dari perkawinan akan membentuk sebuah keluarga, Keluarga adalah 

satuan kerabat yang mendasar terdiri dari suami, istri, dan anak anak. Keluarga 

dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan Islam 

memberikan perhatian yang besar guna kehidupan keluarga dengan memberikan 
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kaidah kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak 

harmonisan dan kehancuran. 

Kehidupan rumah tangga tak bisa dirasionalkan begitu saja, terkadang 

memerlukan proses kontemplasi yang rumit, memahami dunia baru, memahami 

suasana jiwa, logika, psikologis dan fisiologis yang bergulir bersama didalam 

kehidupan rumah tangga. Kuliah S1 ternyata tak cukup untuk membekali teori 

tentang „siapakah laki- laki dan perempuan‟ dalam tataran teoritis maupun 

praktis. Tentunya kita kurang mampu memahami dunia pasangan kita, kecuali 

menempuh pembelajaran dan saling membantu untuk terbuka kepada pasangan 

tentang apa yang dirasakan, kepedihan, duka, kegembiraan, kecemburuan, 

kekecewaan, kebanggaan, keinginan, dan jutaan determinasi perasaan lainnya. 

Untuk itu perlu adanya komunikasi yang baik agar antara suami istri puas dan 

tidak dapat diterima perbedaan pasangan yang ada.  

Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka akan membuat salah satu 

pasangan menjadi frustasi. Tentu saja perasaan frustasi pada pasangan bisa 

menimbulkan pertengkaran dan rasa saling menyalahkan, maka akan timbul 

konflik didalam rumah tangga tersebut. Konflik memang tidak dapat dihindari. 

Tapi konflik bisa diselesaikan dengan cara yang baik yang penting dijaga agar 

jangan sampai berlarut- larut. Jika konflik tidak segera diselesaikan masalah bisa 

menjadi panas dan panjang, dan akan berujung pada perceraian. 
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Perceraian memang pilihan terakhir untuk mengakhiri tali pernikahan jika 

memang dalam sebuah keluarga sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Biasanya 

salah satu dari mereka baik istri ataupun suami akan menggugat salah satu 

diantara mereka dan membawa masalah  ini kepengadilan untuk bisa diselesaikan  

dan supaya masalah dalam subuah keluarga ini tidak berlarut- larut. Di 

Pengadilan Agama ada satu cara untuk bisa menyelesaikan sengketa yang 

dialami dalam sebuah keluarga, dan ada pihak ketiga yang akan menengahi 

mereka, yaitu Mediator hal ini diadakan karena, agar kedua belah pihak tidak ada 

yang merasa dirugikan baik istri ataupun suami.  

Pengadilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya 

mengamalkan konsep sulh yang merupakan ajaran Islam. Peradilan Agama 

merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang termasuk peradilan 

khusus  bagi umat Islam. Eksistensinya tercantum dalam pasal 24 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar 1954 berbunyi : 

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah Agung  dan 

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
7
. 

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa 

yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan 

                                                           
7
 Anis, Staf  Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung karang Bandar Lampung, Dokumen, Tanggal 

25 Desember 2016 
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menggunakan jalur mediasi antara lain adalah bahwa sengekta dapat diselesaikan 

dengan win-win solution, yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya yang 

lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengekta 

dan dihindarkanya persoalan mereka dari publikasi yang berlebihan. Mediasi 

tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, melainkan juga 

memberikan beberapa manfaat bagi dunia pengadilan, seperti mengurangi 

kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan kepengadilan. 

Biasanya setelah mengajukan gugatan kepengadilan barulah akan diproses sesuai 

dengan hukum yang berlaku di pengadilan. 

Perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung 

Karang setiap tahunya meningkat, tercatat pada tahun 2016 ada 1195 pasangan 

yang mengajukan gugat cerai, dan ada beberapa pasangan dalam setiap bulanya 

yang melakukan mediasi, setiap bulannya ada lebih dari 10 pasangan yang 

melakukan proses mediasi di pengadilan agama tersebut.
8
 

D. Rumusan Masalah 

Tingginya angka perceraian dan bahkan hampir setiap tahunnya meningkat, 

sehingga menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan secara 

kekeluargaan, untuk itulah perlu adanya mediasi, dalam proses mediasi, 

membutuhkan waktu yang panjang. Atas dasar inilah penulis ingin mengetahui ; 

                                                           
8
Siti Aminah, Wawancara, Tanggal  28 Desember 2016 
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“ Bagaimana Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang 

Labuhan Ratu  Bandar Lampung” ?  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui bagaimana proses 

berlansungnya mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan 

Agama Kelas 1A Tanjung Karang.  Dalam proses mediasi waktu yang 

dibutuhkan cukup lama, dari Mediator Memulai Hubungan Dengan Para Pihak 

Yang Bersengketa, Memilih Strategi Untuk Membimbing Proses Mediasi,  

Mengumpulkan Dan Menganalisis Berbagai Informasi Terkait Sengketa, sampai 

pada Mencapai penyelesaian sengketa. 

F. Metodologi  Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara terminologis, 

penelitian kualitatif seperti yang telah didefinisikan Bogdan dan Taylor 

sebagaimana di kutip oleh Lexy Moleong metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang perilaku yang dapat di amati. Menurut mereka, pendekatan ini 

di arahkan pada latar dan individu tersebut secara Holistic (utuh). Menurut 

Creswell pendekatan kualitatif yaitu metode - metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap 

berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
9
 

                                                           
9
 John W. Creswell, Research Desain Kualitatif, Kuantitatif, and Mixed Metdhods  Approaches. 

Third Edition, di terjemahkan oleh Ahmad Awaid, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010 ), h.  4 
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Penelitian kualitatif mencangkup penggunaan subjek yang dikaji dan 

kumpulan berbagai data empiris, studi kasus, pengalaman pribadi, intropeksi, dan 

visual yang menggambarkan saat- saat dan makna keseharian dan problematis 

dalam kehidupan seseorang.
10

 Sejalan dengan itu peneliti juga menerapkan aneka 

metode yang saling berkaitan, dengan selalu berharap untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik mengenai subjek kajian yang sedang dihadapi. Pendekatan ini 

dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam penelitian terkait Mediasi 

perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang. 

1. Jenis  Penelitian 

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini adalah termasuk penelitian 

lapangan (field research), yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha untuk 

mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan.
11

 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung 

Karang Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

2. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif.  Deskriptif  yaitu 

suatu penelitian yang hanya menggambarkan, melukiskan memaparkan, dan 

melaporkan suatu keadaan objek penelitian.
12

 Dari pengertian ini, maka 

penelitian yang penulis gagas hanya ditujukan untuk melukiskan, 

                                                           
10

 Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln, Handbook of  Qualitative Research, diterjemahkan 

oleh Dariyatno,Badrus samsul Fata, Abi, John Rinaldi ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009 ), h.  2 
11

 M. Ahmad Anwar, Prinsip-prinsip Metodologi Research ( Yogyakarta : Sumbangsih, 1975 ), h. 

22 
12

 Ibid, hal 33  



11 
 

 
 

menggambarkan, atau melaporkan kenyataan- kenyataan yang lebih terfokus 

pada mediasi perceraian di Pengadilan Agma Kelas 1A Tanjung Karang 

Bandar Lampung. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah “ jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri -  

cirinya akan diduga, yang dimaksudkan untuk diteliti‟‟.
13

 Sedangkan 

menurut Sudjana, “ populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin 

hasilnya menghitung atau mengukur, kuantitatif maupun kualitatif 

mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap 

dan jelas yang ingin dipelajari sifat – sifatnya.
14

 Populasi dalam penelitian 

ini adalah Hakim Mediator yang ada di pengadilan Agama Kelas 1A 

Tanjung Karang Bandar Lampung yakni berjumlah 16 orang Hakim 

Mediator.  

b. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.
15

 

Dalam penelitian ini, tidak semua populasi  akan dijadikan sumber data, 

melainkan dari sempel saja, pengambilan sampel dilakukan dengan  

menggunakan strategi purposive sampling untuk menentukan jumlah 

sampel yang akan diteliti. Strategi purposive sampling yaitu dengan 

                                                           
13

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, ( Yogyakarta : PT. Adi Ofset, 1991 ), h.  220 
14

 Sudjana, Metode Statistik,  Bandung : Tarsito, 2002 , h. 6 
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitia, Yogyakarta: Rinineka Cipta, 1996, h.117 
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mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri 

spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.
16

 

Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, 

lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu, jadi tidak 

melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik 

random Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, penulis 

menentukan informan kunci yang membantu penulis untuk memperoleh 

informasi dan menentukan subjek yang menjadi sampel penelitian. 

Informan dalam penelitian ini yaitu Ibu Mufidatul Hasanah, Bapak 

Abuseman dan bapak Firdaus.  Adapun Kriteria sampel dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Hakim Mediator yang sudah tersertifikasi yang memliki sertifikat 

mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang 

diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari 

Mahkamah Agung RI, yakni berjumlah  2 orang. 

2) Hakim Mediator yang belum sertifikasi, yakni yang belum mengikuti 

pelatihan mediator yakni berjumlah 1 orang. 

 

 

 

                                                           
16

Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), 

h.22   
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G. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpul data adalah  suatu teknik yang dipakai utuk mencari 

data-data yang dibutuhkan dalam membuat skripsi. Penulis menggunakan  

beberapa metode dalam mengumpulkan data diantaranya yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti.
17

 Menurut Sutrisno Hadi observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis.
18

 Observasi ini dibagi menjadi dua, partisitif dan non 

partisipatif.
19

 Observasi ini dilakukan dengan mengamati instrument-

instrument dalam proses evaluasi  serta data yang dapat menunjang 

kelengkapan penelitian ini. Agar datanya lebih meyakinkan penulis memilih 

observasi partisipan. 

Observasi non partisipatif adalah pengamat berada di luar subjek yang di 

amati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan 

demikian, pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku 

yang di harapkan.
20

 

 

                                                           
17

 HusainiUsman, MetodologiPenelitian Social,( Jakarta: Bumi Aksara. 2000),  h. 54 
18

 Sugiyono,b Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R n‟ D, ( Bandung : Alfabeta  

2011), h. 145  
19

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset  Social,  ( Bandung : Mandar Maju 1986),  

h. 142. 
20

Irawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung : PT Remaja Rodakarya, 2008), Cet. 

Ketujuh, h. 63 
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2. Wawancara 

Wawancara atau (interview) adalah pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) 

terhadap responden, dan jawaban – jawaban responden dicatat atau direkam 

dengan alat perekam (Tape Recorder).
21

 

Jenis wawancara (interview) yang digunakan penulis adalah metode 

interview bebas terpimpin. Artinya penulis  membawa kerangka pertanyaan 

untuk disajikan kepada objek penelitian tersebut. Penulis menggunakan 

metode  wawancara (interview) bebas terpimpin, dimana pelaksanaan 

wawancara yang berpatokan pada daftar yang disusun dan responden dapat 

memberikan jawabanya secara bebas, selagi tidak menyimpang dari 

pertanyaan yang sebelumnya. 

3) Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Ariunto, metode Dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal – hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya. 
22

  Penelitian ini menggunakan teknik  

dokumentasi yang membahas terkait sejarah Pengadilan Agama Kelas 1A 

Tanjung Karang Labuhan Ratu Bandar Lampung, foro – foto, dan aspek – 

aspek yang terkait didalamnya. 

                                                           
21

 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial, SuatuTteknik Penelitian Bidang Kesejahteraan  

Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008 ), h. 57  
22

 Kartini Kartono, Op. Cit, h. 136 
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Dalam penelitian ini agar lebih lengkap,  penulis mengunakan dua sumber 

data, yaitu data primer dan data sekunder.  Data primer yaitu data yang 

didapatkan langsung oleh peneliti, dan tentunya terkait langsung dengan 

pokok bahasan.
23

  

Data primer yang dimaksud yaitu, dengan menggunakan interview 

sebagai sumber utama, sedangkan observasi serta dokumentasi sebagai data 

pendukung ( skunder ).  

4) Analisis Data 

Menurut Emzir analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan 

pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain 

yang telah anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda sendiri 

mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan anda menyajikan 

yang sudah anda temukan kepada orang lain.
24

 

Penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisa 

yang dilakukan terhadap data yang bukan berwujud angka – angka 

melainkan yang jumlahnya hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud 

kasus–kasus ( sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur 

klasifikasi ). Dalam mengambil kesimpulan penulis menggunakan analisis 

induktif yaitu cara menganalisis terhadap sesuatu objek ilmiah  tertentu yang 

                                                           
23

 Cholid Nurboko, Metodologi Penelitian ( Jakarta : Bumi Aksara, 1998 ), h. 43 
24

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Analisis Data), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 85   
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bertitik tolak dari pengantar hal – hal atau kasus – kasus yang sejenis dan 

kemudiab menarik lesimpulan yang bersifat umum. 

H. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka digunakan untuk memperoleh data-data mengenai teori-teori 

yang berkaitan dengan judul untuk mendapatkan landasan teori secara ilmiah, 

baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Sebagai bahan 

perbandingan tentang teori-teori yang penulis peroleh sebagai konsep dari 

penelitian tersebut.  

Penelitian ini digunakan untuk mengkaji beberapa penelitian lain sebagai 

bahan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah guna melengkapi penelitian ini. 

Berikut  beberapa penelitian yang berhubungan dengan  penelitian ini yaitu 

antara lain : 

1. Abdul Ghafur Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 2010, 

dengan judul “Problem Yang di Hadapi Hakim Mediator Dalam Mediasi 

Perceraian suami istri di Pengadilan Agama Yogyakarta” metode yang 

dipakai yaitu menggunnakan kualitatif, dengan jenis penelitian Field 

Research. Hasil dari penelitian ini yaitu cara- cara yang dilakukan oleh hakim 

mediator untuk mendamaikan para pihak, dalam prakteknya yang sudah 

dilakukan di antaranya yaitu mengingatkan para pihak akan tujuan 

perkawinan, memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai, 

mengingatkan akibat yang timbul dari perceraian dan sebagainya. 
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2. Ari Prasetyo, Moh Adnan, dan Agus Rianto mahasiswa Universitas 

Sebelas Maret (UNS), Fak. Hukum, dengan judul “Kendala Yang di Hadapi 

Hakim dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Sragen”, metode yang 

digunakan yaitu dengan metode study kasus, dan menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan jenis penelitian Hukum Empiris, hasil dari penelitian ini adalah 

bahwasanya kendala Hakim Mediator yaitu diantaranya adalah jika salah satu 

pihak tidak hadir maka, persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang 

tidak hadir. Sebagai solusi dari uraian kendala Hakim maka hendaknya dibuat 

peraturan khusus tentang perkara ini. 

Sudah ada Beberapa penelitian yang menjelaskan mengenai Mediasi 

dan Perceraian, Penelitian penulis yaitu tentang “ Mediasi Perceraian di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung” dan 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, 

peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana proses mediasi perceraian itu 

berlangsung, serta fungsi Mediator dalam Mediasi Perceraian. 
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BAB II 

MEDIASI PERCERAIAN 

 

A. Pengertian Konseling 

Konseling (Counseling) biasanya kita kenal dengan istilah Penyuluhan, 

yang secara awam dimaknakan sebagai pemberian penerangan, informasi, atau 

nasihat kepada pihak lain. Istilah penyuluhan sebagai padanan kata konseling 

bisa diterima secara luas, tetapi dalam pembahasan ini, konseling tidak 

dimaksudkan dalam pengertian tadi. Konseling sebagai cabang ilmu  dan praktek 

dalam pemberian bantuan kepada individu pada dasarnya memiliki pengertian 

yang spesifik sejalan dengan konsep yang dikembangkan dalam lingkup 

profesinya. 

Kata Konseling (Counseling) berasal dari kata Counsel yang diambil dari 

bahasa latin yaitu Counselium, artinya „‟Bersama„‟ atau “bicara bersama”. 

Pengertian “berbicara bersama-sama” dalam hal ini adalah pembicaraan 

konselor(Counselor) dengan seorang atau beberapa klien (Counselee).
1
Pietrofesa 

dalam bukunya The Authentic Counselor, mengemukakan secara singkat bahwa 

Konseling adalah proses yang melibatkan seseorang profesional berusaha 

membantu orang lain dalam mencapai pemahaman dirinya (Self-understanding), 

membuat keputusan dan pemecahan masalah.
2
Robinson  mengartikan Konseling 

                                                           
1
Latipun, Psikologi Konseling. (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang) . 2008, h. 4 

2
Ibid, h. 5 
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adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, dimana seorang, yaitu klien 

dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya 

sendiri dan lingkungannya.
3
 

Dalam dunia Konseling, upaya menghubungkan Konseling dengan  situasi 

keluarga sebenarnya sudah berlangsung lama, dalam konteks ini jelas bahwa 

aspek keluarga sebenarnya sudah menjadi perhatian ahli Konseling  dalam 

memahami masalah yangdihadapi klien. Dalam menyelesaikan masalah melalui 

konseling ini biasanya melibatkan anggota keluarga,hal ini dikarnakan 

keterlibatan anggota keluarga dalam menyelesaikan masalah diharapkan dapat 

membantu mempercepat mengatasi masalah yang dialami klien. 

Konseling Keluarga pada dasarnya merupakan penerapan konseling pada 

situasi yang khusus. Konseling Keluarga ini secara khusus memfokuskan pada 

masalah- masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan 

penyelenggaraanya melibatkan anggota keluarga.
4
 

Menurut D. Stanton Konseling Keluarga dapat dikatakan sebagai 

konseling khusus karena sebagai mana yang selalu dipandang oleh 

konselor terutama Konselor non keluarga, konseling keluarga sebagai 

sebuah modalitas yaitu klien adalah anggota dari suatu kelompok, yang 

dalam proses konseling melibatkan keluarga inti atau pasangan.
5
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Syamsu Yusuf, Dkk, Landasan Bimbingan dan Konseling,(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2011),  h. 7 
4
Ibid. h.  206 

5
 Log. Cit, h.  206 
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Menurut Muray Bowen keluarga bermasalah jika keluarga itu tidak 

berfungsi, ( Disfunctioning family ). Keadaan ini terjadi karena anggota keluarga 

tidak  dapat membebaskan dirinya dari peran dan harapan yang mengatur dalam 

hubungan mereka. 

Hubungan dalam Konseling itu bersifat membantu ( Helping ). Hubungan 

membantu itu berbeda dengan memberi atau mengambil alih pekerjaan orang 

lain. Membantu tetap memberi kepercayaan kepada  klien untuk bertanggung 

jawab dan menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Hubungan 

Konseling tidak bermaksud mengalihkan pekerjaan klien kepada Konselor, tetapi 

memotivasi Klien untuk lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam 

mengatasi masalahnya. 

1. Tujuan Konseling Keluarga 

Adapun tujuan dari Konseling keluarga itu sendiri yaitu untuk 

memberikan bantuan kepada klien, agar  terselesaikanya masalah yang sedang 

dialami dan terjalinnya komunikasi yang baik dan efektif dalam hubungan 

antar keluarga. Bowen menegaskan bahwa tujuan konseling keluarga adalah 

membantu klien ( anggota keluarga ) untuk mencapai individualitas, menjadi 

dirinya sebagai hal yang berbeda  dari sistem keluarga. 

Sedangkan menurut Glick dan Kessler mengemukakan tujuan umum 

Konseling keluarga adalah; memfasilitasi komunikasi fikiran dan perasaan 

antar anggota keluarga, mengganti gangguan, ketidak fleksibelan peran dan 
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kondisi, memberi pelayanan sebagai model dan pendidik peran tertentu yang 

ditunjukan kepada  anggotalainnya.
6
 

2. Mediasi 

Istilah “ mediasi” terkait dengan istilah “media” yang berasal dari kata 

“medium” yang berarti perantara. Dalam literatur Islam istilah “mediasi” sama 

dengan “wasilah” yang juga berarti perantara.
7
 Menurut Prayitno layanan 

mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap 

dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan 

kecocokan.
8
 

Konseling diwujudkan dalam berbagai layanan yang diberikan kepada 

kliennya untuk memecahkan masalah- masalah yang terjadi pada  pihak – 

pihak yang bertikai atau bermusuhan.  Layanan mediasi berbeda dengan 

layanan yang lain terutama layanan konseling perorangan, dalam layanan 

mediasi konselor atau pembimbing menghadapi klien (siswa) yang terdiri atas 

dua pihak atau lebih, dua orang atau lebih,kombinasi antara sejumlah individu 

dan kelompok.  

Secara umum, layanan mediasi bertujuan agar tercapai kondisi hubungan 

yang positif dan kondusif diantara para klien atau pihak-pihak yang bertikai 

                                                           
6
Latipun, Psikologi Konseling, ( Malang : Universitas Muhammadiyah Malang),  2008, h.  213 

7
Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah( Berbasis Integrasi), (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,2009), h. 195 
8
Loc. Cit, h. 195 
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atau bermusuhan.dengan perkataan lain agar tercapai hubungan yang positif 

dan kondusif diantara siswa yang bertikai atau bermusuhan. 

Tujuan layanan mediasi secara khusus yakni bertujuan agar terjadi 

perubahan atas kondisi awal yang negatif ( bertikai atau bermusuhan) menjadi 

kondisi baru ( kondusif dan bersahabat) dalam dalam hubungan antara kedua 

belah pihak yang bermasalah.
9
 Isi atau masalah yang dibahas dalam layanan 

mediasi adalah hal-hal yang berkenaan dengan hubungan yang terjadi antara 

individu-individu ( para siswa) atau kelompok-kelompok yang sedang 

bertikai. Masalah-masalah tersebut dapat mencangkup :pertikaian atas 

kepemilikan sesuatu, kejadian dadakan ( misalnya perkelahian) antara siswa 

atau sekelompok siswa, perasaan tersinggung, dendam dan sakit hati, tuntutan 

atau hak, dan lain sebagainya.  

Berbeda halnya dengan Layanan mediasi dalam konseling yang dilakukan 

oleh seorangkonselor, sedangkan mediasi di Pengadilan Agama dilakukan 

oleh pihak ketiga ( mediator ) yang difasilitasi oleh lembaga itu 

sendiri.Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata 

Inggris, yaitu Mediation. Para penulis dan sarjana Indonesian lebih sukan 

mengindonesiakannya menjadi “ Mediasi “ seperti halnya istilah- istilah 

lainya, negotiation menjadi negosiasi. Menurut Takdir Rahmadi, Mediasi 

adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui 

perundingan mufakat  dengan bantuan pihak netral yang memiliki 

                                                           
9
Ibid, h. 196 
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kewenangan memutus. Pihak netral disebut Mediator dengan tugas 

memberikan bantuan prosedural dan substansial.
10

 

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 disebutkan pengertian mediasi 

adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk 

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
11

 

Pengertian mediasi di antara sarjana tidaklah seragam,masing masing 

memberikan pengertian sesuai sudut pandangnya,istilah menengahi (Mediate) 

berasal dari bahasa latin “Mediare” yang artinya berada di tengah 

tengah.beberapa definisi yang dirumuskan oleh Christopher Moore, 

Kimberlee Kovach, dan  Acqueline M .Nolan- Harley.
12

 

Menurut Moore, jika para pihak sama- sama memiliki kekuatan yang 

simetris dan seimbang, mereka cenderung menempuh peundingan dan 

perundingan dapat berjalan secara lebih efektif.
13

 

Mediasi menurut Christopher W. Moore, Mediasi adalah dalam 

negosiasi atau konflik dari pihak ketiga ( Mediator ) yang dapat diterima 

yang terbatas atau tidak ada keputusan otoritatif membuat kekuasaan, tetapi 

membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sukarela mencapai penyelesaian 

yang saling diterima dalam sengketa.
14

 

 

                                                           
10

 Takdir Rahmadi,  Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat , (Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada, 2010),  h.  12 
11

 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 
12

Nurnaningsih amriani,  Mediasi Alternatif  Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, ( Jakarta : 

Raja Grafindo Persada. 2012) , h.  60 
13

 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada,) , h.  43 
14

Loc. Cit, h. 60 
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Menurut Kovach :” Facilitated negotiation it is a prosess by which a 

neutral third party. The mediator, assists this puting parties in reaching a 

mutually satisfactory resolution”. Apa yang dikatakan oleh Kovachini dapat 

dimaknai : Negosiasi difasilitasi oleh pihak yang netral atau mediator, dimana 

dapat membantu perselisihan dalam mencapai solusi.
15

 

Adapun Noland Harley Mendefinisikan mediasi sebagai “ medisiation is 

a short term structured task oriented, partipatory invention pricess. Disputing 

parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually 

acceptable agreement”. Yang dimaksud oleh Noland Harley yaitu Mediasi 

adalah proses penemuan  jangka pendek yang terstruktur berorientasi, Pihak 

yang bersangkutan bekerja dengan pihak ketiga yang netral,  (Mediator) untuk 

mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.
16

 

Menurut Laurence Bolle, Pengertian  Mediasi adalah proses pengambilan 

keputusan di mana pihak dibantu oleh mediator, dalam hal ini upaya mediator 

untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para 

pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama.  

MenurutJ. Folberg dan A. Taylor, Pengertian Mediasi adalah proses 

dimana para peserta, bersama-sama dengan bantuan dari orang yang 

netral, sistematis mengisolasi sengketa dalam rangka untuk 

mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif dan mencapai 

penyelesaian sengketa yang akan mengakomodasi kebutuhan mereka. 

  

                                                           
15

Ibid, h. 61 
16

Ibid, h. 62 
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Pengertian Mediasi yang diungkapkan oleh Folberg dan Taylor di atas 

lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam 

menjalankan kegiatan mediasi. Kedua pakar ini menyatakan bahwa 

penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama 

oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral yaitu 

mediator. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan 

penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran 

mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian 

sengketa. Alternatif dalam penyelesaian suatu sengketa yang ditawarkan 

mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak 

yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak yang menang atau 

pihak yang kalah. 

Pengertian Mediasi yang diungkapkan oleh Laurence Belle di atas 

menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan para pihak yang dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. 

Pernyataan Belle menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan 

sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator hanyalah membantu 

para pihak di dalam proses pengambilan keputusan nantinya. 

Kehadiran mediator merupakan faktor yang sangat penting karena 

mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan 

menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat 

diterima oleh mereka yang bertikai. 
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Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga 

yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, mediator 

dalam mediasi berbeda halnya dengan arbiter atau hakim. Mediator tidak 

mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak 

pihak yang bersengketa.
17

 

Bentuk lain dari mediasi yaitu Court Based Mediation (CBM), atau Court 

Conected Mediation ( CCM ),atau Alternative Dispute Resolution (ADR). 

Ketiga istilah tersebut pada intinya adalah sama,yaitu penerapan mediasi pada 

proses acara di pengadilan.dalam bagian ini istilah yang sering digunakan 

adalah CBM.
18

 

Jadi, mediasi adalah suatu proses di mana kedua belah pihak yang 

bersengketa atau lebih menunjuk pihak ketiga yang netral dan impartial untuk 

membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa dan mencoba 

menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dari 

sengketa. Selain itu, mediasi bersifat pribadi, rahasia, dan kooperatif dan tidak 

terikat dengan aturan-aturan formal sebagaimana proses penyelesaian 

sengketa melalui pengadilan. 
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Nurnaningsih Amriani, Op. Cit , h. 60 
18

Ibid, h.31 
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3. Pernikahan   

Pada prinsipnya,perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan 

hubungan serta membatasi hak dan kewajiban,tolong menolong menolong 

antara laki laki danperempuan dimana natra keduanya bukan muhrim.
19

Dasar 

tersebut ditegaskan sebelumnya oleh pasal 1 yang  merupakan definisi dari 

perkawinan dan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : 

(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- 

masimg agamanya itu. 

(2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang- undang 

peraturan yang berlaku. 
20

 

Istilah “ Nikah “ berasal dari bahasa arab : sedangkan menurut istilah 

bahasa Indonesia adalah “ perkawinan”. Dewasa ini kerap kali di bedakan 

antara “nikah” dengan “kawin”. Akan tetapi pada prinsipnya antara “ 

pernikahan “ dan “ perkawinan “ hanya berbeda di dalam menarik akal kita 

saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah 

suatu akad suci dan luhur antara laki laki dan perempuan yang menjadi sebab 

sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkanya hubungan seksual dengan 

tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling 

menyantuni. 

                                                           
19

Sudarsono,  Pokok- pokok Hukum Islam,( Jakarta : Rineka Cipta  Th 1992), h. 188 
20

Arso Sostroatdjo dan  Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Jakarta : Bulan 

Bintang ,Th. 1975),  h. 41 
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Pernikahan adalah salah satu nikmat Allah atas kita.
21

 Oleh karenanya, 

setiap hamba berkewajiban untuk mensyukuri nikmat ini dan tidak 

mengingkarinya. Menikah adalah keputusan besar dalam hidup ini.Menikah 

merupakan bagian dari perjuangan untuk meneliti jalan sunnah nabi dan 

ibadah kepada-Nya.   adapun nas atau dalil naqly yang berkaitan dengan 

“nikah” banyak sekali yang bersumber dari Al qur‟an maupun hadist Nabi 

SAW. Nas nas Al qur‟an yang berkaitan dengan nikah yaitu : 

يَا أَيُهَا انَُاسُ إََِا خَهَمَُْاكُىْ يٍِْ ذَكَرٍ 

وَأَُْثًَ وَجَعَهَُْاكُىْ شُعُىتًا وَلَثَائِمَ 

 نِحَعَارَفُىا إٌَِ أَكْرَيَكُىْ عُِْدَ انهَهِ

  أَجْمَاكُىْ إٌَِ انهَهَ عَهِيىٌ خَثِيٌر

Artinya:“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa bangsa dan bersuku suku supaya kamu saling kenal 

mengenal.sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

adalah orang orang yang paling bertakwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.Al- 

Qur‟an surah al Hujarat ; 49 : 13. 
22

 

4. tujuan pernikahan 

Ada beberapa tujuan dalam pernikahan,  beberapa diantaranya yaitu : 

1) Untuk membentuk kehidupan yang tenang,rukun dan bahagia 

2) Untuk menimbulkan saling cinta dan saling sayang 

3) Untuk mendapatkan keturunan yang sah 

                                                           
21

Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin‟Abdir Razzaq, Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai 

“z”, (Jakarta : Pustaka Ibnu Katsir : 2016), h. 3 
22

 Departemen  Agama RI, Syaamil Al- Qur‟an Terjemah, (Jakarta : Qisthi pers : 2013), h. 517 
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4) Untuk meningkatkan ibadah ( takwa kepada Allah SWT) 

5) Dapat menimbulkan keberkahan hidup, dalam hal ini dapat dirasakan 

perbedaanya antara hidup sendirian dan hidup sesudah berkeluarga, dimana 

penghematan sangat mendapatkan perhatian yang sungguh sungguh.  

6) Menenangkan hati orang dan family dan lain lain sebagainya.  

Menikah termasuk diantara sunnah yang sangat ditekankan,karena ia 

adalah sunah dari para rosul,sebagaimana firman Allah SWT, : 

ۡ ََا نَهُىۡنِكَ وَجَعَمۡا يٍِ لَةََٗا رُسُمۡسَمۡ أَرۡوَنَمَد

جِيَ ۡ وَيَا كَاٌَ نِرَسُىلٍ أٌَ يَأٗۚا وَذُرِيَةٗوَٰجۡأَز

 ٌِۗ ٱنهَهَِۡايَةٍ إِنَا تِئِذتِٔ 

  ٣٨ ٗ كِحَابٗ نِكُمِ أَجَم

Artinya :“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum 

kamu dan kami memberikan kepada mereka istri istri dan 

keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu 

bukti ( mukjizat ) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap 

masa ada kitab ( tertentu ).QS. Ar-Ra‟d: 38.
23

 

Akan tetapi menikah  menjadi wajib ketika seseorang dikhawatirkan akan 

terjerumus kedalam perbuatan zina sementara ia memiliki kemampuan untuk  

menikah.
24

 

5. Pengertian percerian 

                                                           
23

Departemen  Agama RI, Syaamil Al- Qur‟an Terjemah, (Jakarta : Qisthi pers : 2013), h. 517 
24

Abu Malik Kamal  ibn as- Sayyid Salim, fiqih Sunah Wanita ( jakarta : Qisthi Pres : 2013 ), h 

466-467 
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Perceraian dalam bahasa arab biasa disebut dengan thalaq, thalaq yaitu 

melepaskan ikatan. diambil dari kata al-Ithlaq,yang berarti melepaskan dan 

meninggalkan ikatan pernikahan, atau memutuskan hubungan pernikahan saat 

itu juga (ba‟in),atau dikemudian waktu ( dengan thalaq raj‟i yakni setelah 

masa waktu tertentu )dengan lafaz tertentu. 

Pengertian Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara 

pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran 

masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu 

ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup 

terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian 

merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan 

memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan 

kewajibannya sebagai suami istri. 

Perceraian menurut UU Perkawinan terjadi apabila kedua belah pihak 

baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidak cocokan dalam 

menjalani rumah tangga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. 

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara kelas 

menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-

alasan yang telah ditentukan. Definisi perceraian di Pengadilan Agama itu, 

dilihat dari putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan di UUP dijelaskan, 

yaitu: 
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a. karena kematian 

b.  karena perceraian 

c. karena putusnya pengadilan 

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI ini dalam proses penyelesaian 

sengketa perkawinan sejalan dengan Hukum Islam, di mana perceraian adalah 

suatu perbuatan yang paling dibenci. 

Hukum thalaq ( Cerai ) ada 5 yaitu
25

: 

1) Bisa menjadi wajib 

2) Bisa juga menjadi mandub ( mustahab) 

3) Bisa juga menadi mubah 

4) Atau menjadi makruh 

5) Dan juga bisa menjadi haram 

Dalam pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan pasal 110 komplikasi hukum 

Islam disebutkan tentang alasan-alasan yang diajukan oleh suami atau istri 

untuk menjatuhkan talak atau gugatan perceraian ke pengadilan
26

. Di 

pengadilan, yang paling banyak menjatuhkan gugatan adalah perempuan 

dikarnakan beberapa alasan, diantaranya ialah sebagai berikut : 

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sulit disembuhkan. 

                                                           
25

Abu Malik kamal ibn as- syayid salim,  fiqih sunah wanita, ( jakarta : Qisthi press : 2013),  h.  

465 
26

Syahrizal Akbar, Mediasi Dalam Perspektif  Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional , penerbit  kencana Persada group, 2009 ( diakses pada tanggal 16 juni 2016 ) 
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b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya. 

c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 

f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

g) Suami melanggar Ta‟lik Talak. 

h) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam 

rumah tangga. 

Jadi,bisa kita lihat,Perceraian dalam bahasa arab biasa disebut dengan 

thalaq, thalaq yaitu melepaskan ikatan.  Pengertian perceraian  adalah cerai 

hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari 

kegagalan mereka menjalankan  peran masing-masing.perceraian adalah 

perbuatan yang dibenci oleh Allah, tapi dibolehkan jika kedua belah pihak 

sudah tidak ada kecocokan. 

B. Tahap Tahap Proses Mediasi 

1. Tahapan proses Mediasi 
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Dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak menunjuk 

mediator yang disepakati, masing- masing pihak dapat menyerahkan resume 

perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 

kerja lima hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing 

masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator 

yang di tunjuk. 

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak mediator 

dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim. Atas dasar 

kesepakatan para pihak, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 14 hari 

kerja sejak berakhir masa 40 hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan 

para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan 

alat komunikasi. ( pasal 13 PERMA No. 1 Tahun 2008 ). 

2. Peran Hakim dan Penasihat hukum dalam Proses mediasi 

Apabila suatu perkara (sengketa) diajukan kepersidangan,maka 

berdasarkan pasal 130 HIRdalam pasal 154 RBg,hakim pengadilan negeri 

wajib lebih dahulu berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa. Praktik 

selama ini hakim mempersilakan kedua pihak dalam suatu jangka waktu 

tertentu (relatif singkat) mengusahakan sendiri untuk menyelesaiakan 

sengketa.peran hakim terbatas pada memberi nasihat /petuah saja.pada 

umumnya berdasarkan pengalaman suatu perkara/ sengketa baru diaukan 

kepengadilan setelah semua upaya penyelesaian yang dilakukan sebelumnya 

(diluar pengadilan) tidak membawa hasil. Jika terdapat perdamaian,maka 
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dibuat suatu akta perdamaian yang mempunyai kekuatan seperti putusan yang 

telah memeroleh kekuatan pasti.  Jika pihak yang berperkara tidak berhasil 

mencapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa mereka seperti dianjurkan 

oleh hakim didalam persidangan,maka proses persidangan dimulai sampai ada 

putusan. Umumnya para hakim tidak berusaha lagi untuk mendamaikan pihak 

yang berperkara.Atas pola tersebut,Supomo memberi komentar sebagai 

berikut : 

“pada permulaan sidang,dimana kedua belah pihak hadir, hakim 

diwajibkan untuk berusaha mendamaikan mereka ( pasal 130 ayat 1 HIR ). 

Peraturan ini adalah kurang tepat, oleh karena kepda permulaan sidang, hakim 

belum dapat mengetahui bagaimana duduk perkara sesungguhnya. Baru 

setelah pemeriksaan perkara sidang, hakim baru dapat gambaran tentang 

duduknya persengketaan antara kedua belah pihak, dan hakim akan dapat 

menemui waktu yang tepat untuk mendamaikan kedua belah pihak.  

Dalam hal itu pada tiap tiap waktu, sampai pada saat berakhirnya proses 

persidangan,perdamaian dapat diusahakan sebelum putusan dibacakan. Hal 

demikian dinyatakan dengan tegas dalam pasal 376 ayat 3 ordonansi 

pengadilan adat. Di pengadilan negeri kemunkinan untuk mendamaikan kedua 

belah pihak sampai pada saat berakhirnya proses adalah suatu prakti umum.
27

 

Berbeda dengan proses mediasi dalam pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2008 

ditegaskan bahwa “semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan 
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Abu Malik kamal ibn as- syayid salim,Op, Cit, h. 96 - 97 
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tingkat pertamawajib lebih dahulu diupayakan penyelesaianya melalui 

perdamaian dalam bantuan mediator “,dan apabila prosedur mediasi tidak di 

tempuh,maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, kecuali untuk 

perkara virsek  ( perkara yang hanya bisa dihadiri ole salah satu pihak saja 

sejak perkara mulai disidangkan). 

peranan penasihat hukum sangat penting dalam menganjurkan kliennya 

untuk menempuh upaya mediasi.peranan penasihat hukum tidak hanya 

menyerankan agar kliennya menempuh mediasi, tetapi juga selama proses 

mediasi berlangsung. Pada saat mediasi berlangsung, penasihat hukum dapat 

memberikan nasihat hukum mengenai aspek- aspek hukum yang mungkin 

terlibat dalam masalah-masalah yang dinegosiasikan. Terlebih lagi dalam 

menyusun persetujuan penyelesaikan sengketa yang final.  

Jadi, Peran hakim dan penasihat hukum dalam proses mediasi tersebut 

untuk menyelesaikan sengketa secara hukum, sehingga persengketaan yg 

dihadapi oleh klien dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya perselisihan 

diantara kedua belah pihak,dengah adanya penasihat hukum dapat 

memberikan nasihat hukum mengenai aspek-aspek hukum yang mungkin 

terlibat dalam masalah-masalah yang dinegosiaikan. Terlebih lagi dalam 

menyusun persetujuan penyelesaian sengketa yang final. 

3. Mediasi dalam Hukum Islam  

Konsep Penyelesaian sengketa Melalui mediasi yang menggunakan Win 

Win solution atau penyelesaian menang sama menang,telah lama dikenal 
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dalam hukum adat indonesia. Konsep penyelesaian sengketa melalui 

musyawarah antara para pihak telah lama dikenal oleh masyarakat hukum 

adat,penyelesaian sengketa menururt hukum adat selalu diarahkan kepada 

pemulihan dan keseimbangan tatanan yang terganggu karena adanya sengketa 

tersebut, dan tidak bersifat adanya penghukuman
28

 

Konsep penyelesaian sengketa win win solution seperti dalam mediasi, 

juga dikenal dalam sistem hukum islam.walaupun tidak disebut dalam 

mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola 

yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan 

apa yang disebut istilah islah dan hakam. 

Islah adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode 

penyelesaikan perselisihan atau konflik secara damai dengan 

mengesampingkan perbedaan perbedaan yang menjadi akar perselisihan. 

Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan 

“ kesalahan “ masing masing dan diamalkan untuk saling memaafkan. 

Pengertian islah juga sangat berkembang penggunaanya dikalangan 

masyarakat Islam secara luas, baik untuk menyelesaikan kasus kasus 

perselisihan ekonomi bisnis maupun non-ekonomi-bisnis. Contohnya, 

sewakttu terjadi perselisihan paham antara dua tokoh Islam, yaitu dan 

Abdurahman Wahid dengan Abu Hasan, hampir semua pemuka agama Islam 
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mengajukan keduanya untuk ber islah. Kontek Islah dapat diidentikan  dengan 

pengertian mediasi atau konsiliasi.  

SelainIslahdi kenal juga istilah Hakam.Hakam mempunyai pengertian 

yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam hakam 

biasanyaberfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut 

dengan syiqaq. Mengenai pengertian hakam,para ahli hukum islam 

memberikan pengertian yang berbeda- beda.namun, dari pengertian yang 

berbeda beda tersebut dapat disimpulkan bahwa hakam merupakan pihak 

ketiga yang mengikatkan diri kedalam knflik yang terjadi diantara suami istri 

sebagai pihak yang menegahi atau menyelesaikan sengketa diantara mereka. 

Sebagai pedoman,pengertian hakam diambil dari penjelasan pasal 76 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 jo.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan 

Agama. Dikatakan bahwa “hakam adsalah orang yang ditetapkan pengadilan 

dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk 

mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”. Dari bunyi 

penyelesaian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi / hakam hanyalah 

untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan,bukan untuk menjatuhkan 

keputusan. 
29

 

Dengan demikian, kita lihat bahwa hakam dalam islam ini mempunyai 

kesamaan dengan mediator. Keduanya ( baik mediator maupun hakam ) tidak 
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mempunyai kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ke tiga. 

Dari uraian tersebut, jelas terlihat bahwa pola penyelesaian sengketa 

melalui mediasi telah di kenal pula dalam sistem hukum Islam.islah dan 

hakam dapat dikembangakn untuk menjadi metode penyelesaian berbagai 

jenis sengketa,termasuk sengketa perdata dan bisnis sebagai mana ajaran 

islam yang memerintahklan agar menyelesaikan  setiap perselisihan yang 

terjadi antara manusia dengan cara perdamaian (Islam). Sesuai firman Allah 

SWT dalam Al-qur‟an surat Al Hujarat ( 49 ): 9 yang berbunyi : 

نِحُىاْ ۡجَحَهُىاْ فَأَصۡيُِِيَُٱقۡيُؤۡئِفَحَاٌِ يٍَِ ٱلٓوَإٌِ طَا

رَيٰ ۡأُخۡدَيٰهًَُا عَهًَ ٱلۡ إِحۡ تَغَثۢ فَئٌََِۖهًَُاۡتَي

ۚ رِ ٱنهَهِۡ أَوٓءَ إِنًَٰٓغِي حَحًَٰ جَفِيۡفَمَٰحِهُىاْ ٱنَحِي جَة

 اْۖٓسِطُىۡلِ وَأَقۡعَدََۡهًَُا تِٱلۡنِحُىاْ تَيۡ فَأَصۡءَتٓفَئٌِ فَا

  ٩سِطِيَن ۡيُكۡإٌَِ ٱنهَهَ يُحِةُ ٱل

Artinya : “jika ada dua golongan orang beriman bertengkar maka 

damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu diantara 

keduanya berbuat dzalim terhadap (golongan) yang berbuat 

dzalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah 

Allah. Jika golongan itu kembali (kepada perintah Allah), 

maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan 

berlakulah adil. Sengguh Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat adil”.
30
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Departemen  Agama RI, Syaamil Al- Qur‟an Terjemah, (Jakarta : Qisthi pers : 2013), h. 517 
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Walaupun pranata hakam  dalam sistem hukum Islam digunakan untuk 

menyelesaikan masalah perceraian, hal ini dapat di terapkan juga pada bidang 

bidang sengketa yang lainya. 

Jadi, dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Islam pun 

mempunyai pola penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dikenal dengan  

istilah Hakam. Dalam hukum Islam hakam biasanya berfungsi untuk 

menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan siqaq. 

 

 

C. Mediasi Perceraian  

Penggunaan mediasi sebagai media penyelesaian sengketa telah dikenal 

sejak lama. Mediasi telah lama dikenal dalam hukum adat kita. Pola pola 

penyelesaian sengketa melalui hakim perdana pada prinsipnya adalah sama 

dengan pola penyelesaian sengketa melalui mediasi. Demikian pula budaya 

hukum pada pemeluk agama Islam yang memiliki budaya  Islah dan Hakam.Dari 

uraian tersebut jelas terlihat bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi telah 

dikenal pula dalam hukum Islam. 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 menyebutkan 

bahwa pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses 

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
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mediator.
31

Sedangkan yang dimaksud dengan Mediator adalah Hakim atau pihak 

lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para 

pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan 

penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan 

sebuah penyelesaian.  Dan yang dimaksud sertifikat mediator adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh 

akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah 

mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.
32

Jika perselisihan antara suami 

dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, 

maka perceraian adalah jalan “yang menyakitkan” yang harus dijalani. itulah 

alasan mengapa jika tidak dapat rujuk lagi, maka perceraian yang diambil. 

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqoh” adapun arti dari 

talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian.
33

 

Jadi Mediasi Perceraian adalah Proses negosiasi peceraian yang diajukan 

oleh Pasangan suami istri ke pengadilan agama untuk mengambil keputusan 

mengenai masalah yang sedang mereka jalani, karna kedua belah pihak baik 

suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidak cocokan dalam 

menjalani rumah tangga. 

1. Fungsi Mediator 
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 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Mediasi di Pengadilan. h. 3 
32

Log. Cit, h. 3 
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Syahrizal Akbar, 2009,Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum 

Nasional , penerbit  kencana Persada group (  diakses pada tanggal 06 juni 2016 ) 
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Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu, katalisator, 

pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan 

sebagai kambing hitam (scapegoat). Fungsi sebagai “ Katalisator‟‟ 

diperlihatkan dengan kemampuan mendorong lahirnya suasana yang 

konstruktif  bagi dialog atau komunikasi diantara para pihak dan bukan 

sebaliknya. Sebagai “ penerjemah „‟  Mediator harus berusaha menyampaikan 

dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa, 

atau ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa 

mengurangi maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si pengusul. 

Sebagai “Narasumber„‟, mediator harus mampu mendayagunakan atau 

melipatgandakan kemanfaatan sumber sumber informasi yang tersedia.
34

 

Sebagai  “kambing hitam‟‟, mediator harus siap menjadi pihak yang 

dipersalahkan apabila orang- orang yang dimediasi tidak merasa sepenuhnya 

puas terhadap prasyarat- prasyarat dalam kesepakatan.Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan fungsi mediator yaitu
35

 : 

a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada pihak untuk saling 

memperkenalkan diri 

b. Menjelaskan maksud,tujuan dan sifat mediasi kepada para piahk 

c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak 

mengambil keputusan 
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Takdir Rahmadi,Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,( Jakarta : Raja 

Grafindo Perseda), h. 15 
35

 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Op. Cit, h. 12 
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d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak 

e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu 

pihak tanpa menghadirkan pihak yang lainnya (kaukus) 

f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak 

g. Mengisi formulir jadwal mediasi  

h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan 

permasalahan dan usulan perdamaian 

i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan 

berdasarkan skala prioritas 

j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk: 1). Menelusuri dan 

menggali kepentingan para pihak, 2) mencari berbagai pilihan penyelesaian 

yang terbaik bagi para pihak dan, 3) bekerja sama mencapai penyelesaian  

k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan 

perdamaian 

l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan / atau tidak 

dapat dilaksanakanya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara 

m. Menyatakan salah satu pihak atau para pihak tidak beriktikad baik dan 

menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara 

n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya  

D. Beberapa Variasi Penerapan mediasi  
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Mediasi ditetapkan atau digunakan dalam beragai bentuk. Berikut beberapa 

variasi penerapan mediasi, yaitu : 

1. Mediasi Sukarela dan Mediasi Wajib 

Dibanyak negara,  pada mulanya penggunaan mediasi sebagai salah satu 

cara penyelesaian sengketa didasarkan pada pilihan sukarela para pihak.
36

 

Pilihan sukarela artinya para pihak secara sukarela atas dasar kesepakatan 

mereka memang menginginkan penyelesaian dengan cara mediasi. Dengan 

kata lain, pilihan para pihak untuk menempuh mediasi tidak berdasarkan 

perintah atau kewajiban Undang- Undang. Akan tetapi, pada perkembanganya 

kemudian di sejumlah negara penggunaan mediasi menjadi  diwajibkan atas 

dasar perintah ketentuan undang- undang. Jadi di Indonesia, mediasi wajib 

hanya untuk perkara yang telah diajukan kepengadilan. Akan tetapi, perlu 

diingat bahwa pengertian mediasi waib hanya untuk menempuhnya bukan 

wajib menghasilkan kesepakatan. Para pihak tidak boleh diwaibkan atau 

dipaksa untuk menghasilkan kesepakatan karena hal itu bertentangan dengan 

prinsip dasar mediasi, yaitu otonomi para pihak. 

2. Mediator yang Dipilih atau Mediator yang Ditunjuk  

Pada dasarnya seorang mediator merupakan hasilpilihan dari para pihak 

sesuai dengan prinsip otonomi para pihak karena salah satu prasyarat agar 

mediator dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga kehadirannya 

dalam proses mediasi memang diterima dan disetujui oleh para pihak 
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penggunaan mediator yang dipilih sangat lazim dalam konteks mediasi 

sukarela. 

Akan tetapi, penggunaan mediasi telah berkembang dari yang semula 

bersifat sukarela dan kemudian ada yang bersifat diwajibkan berdasarkan 

perintah norma hukum, maka dikenal pula mediator yang ditunjuk di 

Indonesia mediator yang ditunjuk dapat ditemukan dalam konteks peraturan 

Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Dalam peraruran ini, ketua majelis 

hakim diberi wewenang untuk menunjuk mediator.  

3. Mediator Bukan Profesional atau Mediator Profesional 

Pengertian profesional disini adalah merujuk pada seseorang yang 

memiliki keahlian tertentu, menggunakan keahliannya itu sebagai 

pekerjaanya, dengan meminta upah atau honor dari orang lain yang 

memanfaatkan keahliannya. Dalam konteks ini, kita juga dapat menemukan 

kedua jenis pembedaan ini, yaitu mediator profesional dan tidak profesional. 

Mediator profesional menjalankan fungsi mediator untuk kepentingan para 

pihak yang bersengketa dengan menerima upah atau honor dari para pihak 

yang bersengketa. Mediator bukan profesional menjalankan fungsi mediator 

dengan tidak menerima upah atau honor dari para pihak yang bersengketa. 

Dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator 

diperankan oleh kepala desa, kepala suku, fungsionaris, adat, atau tokoh 

agama. Mediator tipe ini tidak memungut bayaran atau honor dari para pihak 

dalam melakukan fungsi sebagai mediator, tetapi fungsi itu dilaksanakan lebih 
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sebagai tugas dan tanggung jawab sosial sesuai dengan perannya sebagai 

pimpinan dalam masyarakatnya.   

4. Mediasi Evaluatif dan Mediasi Fasilitatif 

Kedua model ini terkait dengan praktik mediasi yang dijalankan oleh 

hakim dalam sistem peradilan dijepang yang disebut Wakai.  Model evaluatif 

juga disebut dengan model yang terpusat pada opini hakim sedangkan 

fasilitatif disebut juga  dengan model  yang terpusat pada negosiasi. Dari 

kedua model ini lahir pula model ketiga, yaitu gabungan dari model pertama ( 

terpusat pada opini hakim ) dan model ke dua ( terpusat kepada negosiasi ). 

Para pihak dalam model ini tetap memiliki hak untuk menerima atau 

menolak usulan- usulan penyelesaian oleh hakim. Kelemahan dari model yang 

terpusat pada opini hakim adalah, bahwa usulan penyelesaian oleh hakim 

tidak terlepas dari opini atau penilaian hakim atas sengketa itu sekiranya 

perkara itu diputus oleh hakim. Disisi lain, model ini memperlemah otonomi 

para pihak karena para pihak mungkin merasa tertekan atas usulan-usulan 

penyelesaian dari hakim karena jika dia menolak dan mengakibatkan 

kegagalan wakai , maka perkara juga akan diputus dan bunyi putusan  

mungkin sama atau tidak akan terlalu jauh dari usulan hakim pada waktu 

proses Wakai. Dengan demikian, para pihak boleh jadi merasa tidak nyaman 

dan bebas untuk  menolak usulan- usulan hakim dalam wakai yang terpusat 

pada opini hakim. 
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Model fasilitatif yang berpusat pada negosiasi, peran hakim sebagai pihak 

ketiga adalah mendorong dialog antara para pihak agar pembicaraan dua arah 

dapat tetap berlangsung. Dalam model ini para pihak yang berperan aktif 

dalam mencari dan membahas usulan-usulan penyelesaian,sedangkan hakim 

hanya bertindak sebagai fasilitator saja. 

Karena kedua model mengadung kelemahan- kelemahan, maka menurut 

Kusano, dalam praktik Wakai di jepang kedua model ini digabungkan 

(Marger). Dalam model gabungan ini, proses dialog para pihak dibangun 

untuk mencari usulan- usulan penyelesaian dan membahas usulan- usulan itu, 

tetapi hakim sebagai mediator juga dapat memberikan penilaian atau pendapat 

atas usulan- usulan penyelesaian agar penyelesaian yang dicapai tidak 

menyimpang dari hukum.
37

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

Ibid, h. 39 
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BAB III 

PENGADILAN AGAMA KELAS 1A TANJUNG KAARANG 

BANDAR LAMPUNG 

 

A. Sejarah, Visi dan Misi  Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang  

Bandar Lampung 

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar 

Lampung 

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun Pemerintah melalui 

Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m2 diatas tanah seluas 

400 m2. Bangunan yang terletak di jalan Cendana N0. 5 Rawa Laut 

Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas 

bangunan, namun statusnya masih berupa BALAI SIDANG karena belum 

memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor
1
. Akan 

tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Kantor Pengadilan Agama Tanjung 

Karang. 

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung 

Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariáh pernah berkantor di komplek 

Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi 

Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang 

sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. 

                                                           
1
 Dokumentasi, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016,  Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung 

Karang Bandar Lampung dikutip tanggal 20 Desember 2016 
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H. Syarkawi, Mahkamah Syariáh lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. 

Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk 

Betung. 

Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi 

Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra 

Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk 

ke Indonesia sejak abad     ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa 

Gujarat. Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak 

mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau 

Landraad, yang mengurusi sengketa / perselisihan masyarakat. 

Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah 

perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu 

Kampung, Kepala Marga atau Pasirah. Permusyawaratan Ulama atau orang 

yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan  Umat Islam dalam 

menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, 

dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan / hidup. 

Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan 

persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka 

Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat 

nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah 

Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi mayarakat Islam. 
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Menyadari bahwa menjalankan ajaran agama itu adalah hak azasi bagi 

setiap orang, apalagi bagi pribumi yang dijajah, maka Pemerintah Kolonial 

Belanda akhirnya mengeluarkan : 

a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 

1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan  Nomor 610) 

b. Peraturan tentang Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar untuk 

sebagian Residen Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 

Nomor 638 dan Nomor 639) 

Secara Yuridis Formal  Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung 

dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 

168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera 

di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA 

PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung 

Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariáh berkedudukan di Teluk 

Betung dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang 

panitera dan seorang pesuruh kantor. 

Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat 

Keresidenan  Lampung, keluarlah Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 

Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariáh Keresidenan 

Lampung. Dalam Besluit tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah 

Hukum  dan Tugas serta wewenangnya. Kewenangan Mahkamah Syariáh 
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Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari Besluit 13 Januari 1947 itu 

meliputi: 

1) Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, 

thalak, rujuk, fasakh, kiswah dan perceraian karena melanggar taklik talak. 

2) Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang 

dilaksanakan secara Islam. 

3) Mendaftarkan kelahiran dan kematian. 

4) Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam. 

5) Mengurus soal-soal peribadatan. 

6) Memberi fatwa dalam berbagai soal. 

Dengan dasar hukum hanya Besluit P.T. Resident Lampung tanggal 13 

Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan 

Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan 

Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung) tidak 

mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon 

sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri 

Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan 

Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariáh, 

karena dianggap tidak mempunyai status hukum. 

Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga 

melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta 
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Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama 

telah menyurati Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung dengan Surat 

tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syariáh 

Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal 

yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil 

Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor : Y.A.7/i/10 tanggal 

11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan 

Agama / Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung adalah terletak di luar 

hukum yang berlaku dalam Negara RI”. 

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam 

Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 

Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau Landraad 

Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan 

Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 

menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status 

hukum Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”. 

Ketua Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa 

tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 

Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. 

H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953  yang ditujukan kepada 

Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan 
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Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu 

sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian  Agama dan 

Kementerian Kehakiman di Jakarta”. 

Ketua Mahkamah Syariáh Lampung dengan Suratnya Nomor : 

1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri langsung yang isinya menyampaikan  isi Surat Kementerian Agama 

C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama 

Lampung. Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan 

jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat 

Keputusan Menteri Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi 

sebagai Ketua Mahkamah Syariáh Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod 

dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta. 

Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariáh Lampung merasa aman 

dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih 

banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh 

Mahkamah Syariáh sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum 

yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga 

perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri 

dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariáh 

itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain : 
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a) Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 

24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan 

Kementerian Agama; 

b) Organisasi Jamiátul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan 

Sidangnya tanggal 14 Mei 1954; 

c) Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak 

pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. 

Hazairin, S.H. dan H. Agus salim. 

d) Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) 

sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang. 

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan 

peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama 

berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi 

Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama ( Mahkamah Syariáh) di Aceh yang 

diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariáh di Sumatera. Kemudian diikuti 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 

untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan 

Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh 

Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariáh di Sumatera termasuk Mahkamah 
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Syariáh Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Wewenang Mahkamah 

Syariáh dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) 

yaitu :  

“Pengadilan Agama/Mahkamah Syariáh memeriksa dan memutuskan 

perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang 

menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan 

dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, 

shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian 

juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik 

talak sesudah berlaku”. 

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk 

Pengadilan Agama / Mahkamah Syariáh di Teluk Betung mendapat Landasan 

Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 

1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai 

tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan :  

“Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi 

badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 

Peradilan Militer, dan   Peradilan Tata Usaha Negara”. Landasan Hukum yang 

lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain 

adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar  1945 setelah 
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diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : 

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, 

Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer,  Lingkungan 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 

Kantor peradilan agama Tanjung karang terletak / berkedudukan di kota 

Banndar Lampung, Ibu kota provinsi Lampung ( pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989, Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama. 

(1) Kantor Peradilan Agama Tanjung Karang beralamat di Jalan Untung 

Suropati No.2 Bandar Lampung (35143) 

(2) No. Telpon : 0721-708629, 0721-705501, Fax : 0721-787226 

(3) E-mail  :patanjungkarang@rocketmail.com  

(4) Website :www.patanjungkarang.go.id 

Kantor Pengadilan Agama Tanjung karang terletak di atas tanah seluas 3. 

680 m
2
.dibagi dalam dua (2) sertifikat : 

(a). Sertifikat Nomor :14/L.R Surat Ukur Tanggal 3 januari  2004, dengan luas 

tanah = 680 m
2
, yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan kota 

madya Bandar Lampung Tanggal 24 Agustus 2004. 
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(b). Sertifikat Nomor : 15/L.R Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2004, dengan 

luas tanah =3.000 m
2
,yang dikeluarkan oleh kepala kantor pertahanan 

kota madya Bandar Lampung Tanggal 18 Oktober 2004. 

Bangunan kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang terdiri dari dua ( 2) unit 

bangunan masing-masing : 

a. Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang terdiri dari dua (2) unit masing-

masing berlantai dua (2) dengan luas keseluruhan 910 m
2
. 

b. Bangunan pertama dengan anggaran APBN melalui Departemen Agama 

Tahun 2005 sebesar Rp 804.025.000,- ( delapan ratus empat juta dua puluh 

lima ribu rupiah) 

Bangunan pertama diresmikan oleh ketua pengadilan Tinggi Agama 

Bandar Lampung Drs.MAHFUDH ARHASY,S.H. Atas nama ketua Mahkamah 

Agung RI, pada tanggal 15 Maret 2005/4 shafar 1426 H, sedangkan bangunan 

kedua diresmikan oleh ketua pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung  

Drs.AHMAD SYAHRUDDIN,S.H.,M.H. pada tanggal 19 Juni 2006/12 Jumadil 

Awwal 1427 H.
2
 

 

 

                                                           
2
Sumber : Profil Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2008 
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2. Visi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung 

"Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Bersih, 

Berwibawa, Dan Profesional Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Menuju 

Supremasi Hukum". Merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi 

seluruh pejabat fungsional maupun struktural serta karyawan - karyawati 

Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. 

Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar 

dalam upaya supremasi hukum.  bersih dan bebas KKN merupakan topik yang 

harus selalu dikedepankan pada era reformasi
3
. Terbangunnya suatu proses 

penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat 

untuk mewudujkan peradilan yang berwibawa. Berdasarkan Visi Pengadilan 

Agama Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan 

beberapa Misi Peradilan Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan Visi 

tersebut. 

3. Misi Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung 

Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah  Mewujudkan Peradilan 

yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, dan : 

 

                                                           
3
Dokumentasi, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016,  Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung 

Karang Bandar Lampung dikutip tanggal 20 Desember 2016 
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a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan. 

b. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif 

c. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat. 

d. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan. 

e. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum. 

4. Tugas dan Jabatan 

Tugas-tugas serta jabatan di Pengadilan Agama yaitu : 

a. Ketua :  

1) Memimpin Pelaksanaan tugas Pengadilan Agama 

2) Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan 

3) Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan 

4) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab setiap kegiatan 

5) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan 

peradilan agama 

b. Wakil ketua :  

1) Memimpin pelaksanaan tugas Peradilan Agama ketika ketua 

berhalangan 

2) Menetapkan sasaran setiap kegiatan bersama-sama ketua 

3) Menetapkan dan mewujudkan rencana kegiatan bersama-sama ketua 

4) Membagi tugas dan menentukan pertanggung jawaban kegiatan 

bersama-sama ketua 
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5) Menentukan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan perintah dari ketua 

c. Hakim pratama madya dan Hakim pratama utama 

1) Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka 

pendek dan jangka panjang pelaksanaanya serta pengorganisasiannya 

2) Mengikuti sidang yang ditugaskan oleh ketua dan mengonsep putusan 

3) Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua 

4) Hakim pengawas bidang permohonan 

5) Memberikan laporan tertulis perkara atau hasil pengawasan setiap akhir 

bulan pada ketua 

d.  Panitera/ Sekertaris 

1) Membantu pemimpin pengadilan dalam membuat program kerja jangka 

pendek dan panjang pelaksanaannya 

2) Mengatur pembagian tugas pejabat ke-paniteraan 

3) Dibantu wakil panitera dan panitera muda menyelenggarakan 

administrasi secara cermat mengenai jalanya perkara maupun keuangan 

4) Bertanggung jawab atas pengawasan berkas perkara, putusan, dokumen, 

akta, buku daftar baiya perkara, uang titipan pihak ke tiga 

5) Membuat akta dan salinan putusan 

6) Menerima dan mengirim berkas perkara 

7) Melaksanakan eksekusi putusan perkara yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (BHT) 

e. Wakil panitera 
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1) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan 

diPengadilan Agama 

2) Membantu Panitera untuk secara langsung,membina, meneliti, 

mengawasi pelaksanaan tugas Administrasi Perkara, ketertiban dalam 

mengisi buku Register perkara membuat laporan periode dan 

menggerakkan serta mengarahkan pelaksanaan kegiatan 

3) Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya 

4) Melaksanakan tugas-tugas Panitera apabila Panitera berhalangan hadir 

f. Panitera Muda Hukum 

1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan 

di pengadilan 

2) Memberi tugas dan menentukan penanggung jawab, menggerakkan dan 

mengarahkan  pelaksanaan tugas bawahan 

3) Melaksanakan tugas-tugas panitera apabila panitera berhalangan hadir 

4) Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan kepadanya  

g. Panitera Muda Gugatan 

1) memimpin satuan kerja urusan kepaniteraan gugatan dan menetapkan 

sasaran kegiatan setiap tahun serta menyusun dan menjadwalkan 

rencana kegiatan 

2) memberikan tugas dan menentukan penanggung jawab, menggerakkan 

dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 

3) membantu tugas bawahan 
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4) menerima dan meneliti pengajuan gugatan sesuai dengan persyaratan 

yang berlaku 

5) membukukan dalam buku register tentang penunjukan Majelis Hakim 

(PMH) oleh Ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM perkara 

gugatan untuk pembayaran panjar perkara kepada urusan 

keuangan/bendahara 

h. Panitera Muda Permohonan 

1) Memimpin satuan kerja urusan kepaniteraan permohonan dan 

menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun serta menyusun dan 

menjadwalkan   rencana kegiatan 

2) Memberi tugas dan menentukan penanggung jawab, menggerakkan dan 

mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan 

3) Membantu tugas bawahan 

4) Menerima dan meneliti pengajuan perkara permohonan sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku 

5) Membukukan dalam buku register tentang penunjukan majelis hakim 

(PMH) oleh ketua Pengadilan Agama dan membuat SKUM perkara 

permohonan untuk pembayaran panjar perkara kepada urusan keuangan 

/bendahara 

i. Kasubag kepegawaian 

1) Memimpin pelaksanaan tugas sub Kepegawaian 

2) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun 
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3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan si sub Kepegawaian 

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada wakil Sekretaris Pengadilan 

Agama 

j.  Kasubag Umum 

1) Memimpin tugas pelaksanaan umum 

2) Mengontrol jalannya surat masuk dan surat keluar 

3) Mengkodevikasi barang inventais kantor  

4) Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun 

5) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan di sub bagian Umum 

6) Melapokan pelaksanaan tugas kepada Wakil Sekretaris Pengadilan 

Agama Tanjung Karang 

k. Kasubag Keuangan 

1) Memimpin pelaksanaan tugas Sub bagian keuangan 

2) Menetapkan sasaran setiap akhir tahun 

3) Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan 

4) Menyusun laporan bidang keuangan rutin dan pembangunan 

5) Membuat rekomendasi revisi DIPA 

6) Menyusun rencana penerimaan dan pembangunan dana APBN setiap 

tahun dan setiap Kwartal 

7) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan  
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B. Tahap, Variasi, dan metode Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung 

Karang Bandar Lampung 

1. Tahapan Sidang Mediasi 

Menurut bapak Firdaus, Dalam proses beracara di Pengadilan Agama ada 

beberapa langkah/ tahapan yang harus ditempuh oleh para pihak yang 

bersengketa, yaitu diantaranya
4
: 

a. Adminikstrasi Perkara 

1). Pendaftaran Perkara 

Pertama : pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan 

membawa surat gugatan atau permohona. 

Kedua : pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan 

menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) 

rangkap. 

Ketiga : petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang 

dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir 

panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk 

Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya diperkirakan harus telah 

mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada 

pasal 182 ayat (1) HIR atau Pasal 90 Undang-Undang Republik 

                                                           
4
Abu Seman Bastoni, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, 

Wawancara, dikutip tanggal 20 Januari 2017 
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Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilnan Agama. Catatan : 

a) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo 

(Cuma-Cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan 

melampirkan Surat Keterangan dari Lurah atau Kepala Desa 

setempat yang dilegalisir oleh Camat. 

b) Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya ditaksir Rp.0,00 ( nol 

rupiah)dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar ( SKUM)  

c) Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu  atau 

berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam 

surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan  penggugat atau 

pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya. 

Keempat : Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan 

atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa  

untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3. 

Kelima : Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas 

(KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa 

untuk membayar (SKUM). 

Keenam : pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk 

Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal 
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penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan 

dalam surat gugatan atau permohonan. 

Ketujuh : pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk 

Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran 

panjar biaya perkara ke bank. 

Kedelapan : pihak berperkara datang keloket layanan bank dan 

mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dan sliip 

bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). 

Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran, kemudian pihak 

berperkara menyerahkan slip bank  yang telah diisi dan menyetorkan 

uang sebesar yang tertera di slip bank tersebut. 

Kesembilan : setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah 

divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukan 

slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar 

(SKUM) kepada pemegang kas. 

Kesepuluh : pemegang kas telah meneliti slip bank, kemudian 

menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas 

kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar 

(SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan 

tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat 

gugatan atau surat permohonan yang bersangkutan. 



66 
 

Kesebelas : pihak berperkara menyerahkan kepada meja dua surat 

gugatan atau permohonan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat 

ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk 

Membayar (SKUM). 

Keduabelas : petugas meja dua mendaftar/mencatat surat gugatan atau 

permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor 

register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil 

dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. 

Ketigabelas : petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 (satu) 

rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor 

register kepada pihak berperkara. 

b. Persiapan Persidangan   

setelah semua tahapan dalam pendaftaran perkara selesai. Asli surat 

gugatan atau permohonan dimasukan dalam sebuah map khusus dengan 

melampirkan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan 

surat-surat yang berhubungan dengan gugatan atau permohonan, kemudian 

disampaikan kepada Wakil Panitera, untuk selanjutnya berkas tersebut 

disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah 

melalui Panitera
5
. Berkas perkara diserahkan oleh panitera kepada Ketua 

                                                           
5
Abu Seman Bastoni, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, 

Wawancara, dikutip tanggal 20 Januari 2017 
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Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah untuk menetapkan Majelis 

Hakim yang akan menyidangkannya.  

1) Penetapan Majelis Hakim (PMH) 

Yaitu penunjukan Majelis Hakim melalui suatu penetapan 

penunjukan Majelis Hakim (PMH) oleh ketua Pengadilan. 

2) Penetapan Hari Sidang ( PHS) 

Yaitu penetapan hari untuk dilaksanakannya sidang yang 

dituangkan dalam suatu Penetapan Hari Sidang ( PHS)oleh Majelis 

Hakim. Kemudian Jurusita atau Jurusita Pengganti memanggil para 

pihak untuk hadir kepersidangan pada hari yang telah ditetapkan Ketua 

Majelis Hakim dengan menggunakan relaas panggilan. 

3) Penunjukan panitera pengganti 

Setelah penetapan hari sidang, tahapselanjutnya ialah penunjukan 

panitera pengganti. Paniter penerima kembali berkas berperkara yang 

telah diberi penetapan Majelis Hakim Hakim ( PMH) dan penunjukan 

panitera pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim dengan 

suatu penetapan,kemudian menyerahkan berkaas perkara kepada Majelis 

Hakim melalui petugas meja dua. 

4) Pemanggilan Pihak-pihak 

Pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh Jurusita atau 

Jurusita Pengganti untuk menghadap kepersidangan setelah adanya 

Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan Penetapan Hari Sidang( PHS). 
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Pemanggilan pihak-pihak harus memenuhi ketentuan Hukum acara yang 

berlaku agar sah ( pemanggilan sah harus bersifat resmi dan patuh). 

2. Pelaksanaan Sidang 

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai Pengadilan Agama 

(panitera Hukum), menyatakan bahwa ketentuan dalam persidangan yaitu
6
 :  

a. Ketentuan persidangan yaitu : 

1) Konfirmasi identitas para pihak 

2) Penelitian relaas panggilan  

3) Upaya damai 

4) Proses jawab menjawab tahap pembuktian 

b. Berita Acara Sdang (BAS) 

Berita Acara Sidang (BAS) ini merupakan akta autentik yang dibuat 

secara resmi oleh pejabat yang berwenang yang berisi tentang proses 

pelaksanaan suatu perkara dalam persidangan, sebagai Dasar Majelis 

Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya. 

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) dan (3) R.Bg. 

c. Rapat PMH 

Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan akhir (konklusi), maka 

Majelis Hakim bermusyawarah dalam suatu rapat yangbersifat rahasia (bisa 

dalam ruang sidang atau ruang kerja). Dalam rapat permusyawaratan yang 

                                                           
6
 Mufidatul Hasanah, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, 

Wawancara, dikutip tanggal 20 Januari 2017 
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didengar pertama adalah pendapat Hakim Anggota yang paling muda 

(junior), kemudia pendapat Hakim Senior dan yang trekhir Majelis Hakim. 

Setelah itu hasil putusan dirumuskan dalam rapat permusyawaratan 

tersebut, apabila terdapat perbedaan pendapat, maka suara terbanyak 

menjadi putusan majelis 

d. Putusan  

Pembacaan putusan hakim harus dilakukan dalam sidang terbuka 

untuk umum. Dibacakan secara bergantian antara kedua Majelis Hakim dan 

Hakim Anggotanyanya. Untuk pembacaan amar putusan langsung akan 

diikuti dengan ketukan palu yang dilakukan Ketua Majelis Hakim itu 

sendiri. 

e. Pemberitauan isi putusan 

Jika Penggugat atau tergugat tidak hadir dalam sidang pembacaan 

putusan, maka Panitera atau Panitera Pengganti harus memberitahu isi 

putusan tersebut kepada para pihak yang tidak hadir. Jika para pihak tidak 

diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesa, maka 

pemberitahuan dilakukan melalu pemerintah daerah tingkat II untuk 

diumumkan 
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3. Tahapan Pramediasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim mediator, yaitu Ibu 

Mufidatul Hasanah, Pada saat pelaksanaan sidanglah para pihak dianjurkan 

untuk menempuh jalur mediasi, hal senada juga diungkapkan oleh bapak Abu 

Seman Bastoni dan bapak Firdaus selaku Hakim mediator
7
. dalam peraturan 

Mahkamah Agung, yang dimaksud dengan Mediasi adalah cara penyelesaian 

sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para 

pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses mediasi pada dasarnya adalah 

bersifat terutup, kecuali para pihak menghendaki lain, maksudnya ialah jika 

para pihak ingin dihadirkan orang yang mereka kehendaki, misalnya saja 

orang tua atau orang yang dipercaya oleh para pihak. Berhasil atau tidaknya 

mediasi itu tergantung dari proses mediasi yang dijalankan, jika proses 

mediasi berjalan dengan baik, maka tercapailah kesepakatan damai antara 

kedua belah pihak
8
. Berikut tahapan-tahapan proses mediasi yang diatur oleh 

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu
9
 :  
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Abu Seman Bastoni, Firdaus,Dkk, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung 

Karang, Wawancara, dikutip tanggal 20 Januari 2017 
8
 Abu Seman Bastoni, Hakim Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, 

Wawancara, dikutip tanggal 20 Januari 2017 
9
 Dokumentasi, PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016,  Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung 

Karang Bandar Lampung dikutip tanggal 20 Desember 2016 
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b. Tahapan Pramediasi, 

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator di Pengadilan 

Agama, bahwa tahapan sebelum dilakukanya mediasi yaitu
10

 :  

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, 

Hakim pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh 

mediasi, Kehadiran para pihak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 

berdasarkan panggilan yang patut dan sah, Pemanggilan pihak yang tidak 

hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi 

sesuai dengan praktik hukum acara, Hakim pemeriksa perkara wajib 

menjelaskan prosedur mediasi kepada parea pihak, Penjelasan sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat 6 meliputi : 

a). Pengertian dan manfaat mediasi 

b). kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi 

berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriikad baik dalam proses 

mediasi, 

c). Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim  dan 

bukan pegawai Pengadilan 

d). Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta 

perdamaian atau pencabutan  gugatan dan kewajiban para pihak untuk 

menandatangani formulir penjelasan mediasi  

                                                           
10

 Mufidatul Hasanah, Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Wawancara, dikutip 

tanggal 20 Januari 2017 
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8).Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi 

kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa : 1)  memperoleh 

penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa 

perkara, 2) memahami dengan baik prosedur mediasi, 3) bersedia 

menempuh mediasi dengan iktikad baik 

9).Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 8 

ditandatangani oleh para pihak dan / kuasa hukum segera setelah 

memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupaka 

satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas 

perkara   

10).Keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan   

penandatanganan formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang . 

5. Tahapan Mediasi 

a. Persiapan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hkim mediator, 

yaitu Ibu Mufidatul Hasanah bahwa dalam tahapan ini seorang mediator 

terlebih dahulu harus memahami peran dirinya dalam suatu mediasi yaitu 

sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yaitu 
11

: 

1) Mengontrol proses dan menegakan aturan dasar dari mediasi 

menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara pihak 
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Mufidatul Hasanah, Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang, Wawancara, dikutip 

tanggal 20 Januari 2017 
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2) Mendorong suasana komunikasi yang baik antara pihak 

3) Membantu para pihak dalam mengatasi situasi dan kenyataan  

4) Mengahiri mediasi jika telah tidak produktif lagi 

b. Pelaksanaan Mediasi 

1) Sambutan mediator yang isinya : 

1. meyakinkan para pihak yang masih ragu tentang manfaat mediasi 

2. menerangkan peran mediator kepada para pihak 

3. menerangkan tata tertib mediasi 

4. menegaskan bahwa para pihak mempunyai kewenangan untuk 

mengambil keputusan  

5. menerangkan kepada para pihak bahwa mediator tidak akan berpihak 

kepada salah satu peserta mediasi 

6. mengajak para pihak untuk mentaati tata tertib mediasi 

2. presentasi Para Pihak 

para pihak mempresentasikan concern mereka terhadap mediasi 

yang biasanya dimulai dari penggugat, tetapi bisa juga tergugat dahulu, 

dalam presentasi ini biasanya para pihak langsung mengemukakan 

konsep mereka tentang perdamaian. 

3. Identifikasi Masalah 

Suatu peranan penting seorang mediator adalah 

mengidentifikasikan masalah yang di kemukakan dalam presentasi para 
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pihak, baik menidentifikasi masalah yang disepakati oleh para pihak 

maupun yang tidak disepakati. 

4). Negosiasi  

Alokasi waktu yang terbesar dalam mediasi terjai dalam taham 

negosiai, karna dalam tahap ini akan membicarakan masalah Krusial 

yang di perselisihkan, dalam tahapan ini ada 2 model pertama para 

pihak bicara langsung dan mediator menjaga urutan bicara dan 

membantu proses komunikasi, kedua mediator mengatur seluruh  arah 

pembicaraan denngan memberikan pertanyaan kepada para pihak dan 

memberikan tawaran solusi. 

5). Pertemuan Terpisah 

Bila waktu diperlukan mediator mengadakan pertemuan terpisah 

dengan masing-masing pihak yang biasanya digunakan untuk menggali 

hal-hal yang belum diungkapkan terhadap pointers yang belum 

disepakati dan menemui jalan buntu pada saat negosiasi, sehingga apa 

yang menjadi kekhawatiran masing-masing pihak digali untuk dicarikan 

jalan keluar sampai terjadi kesepakatan 

6). Tahap penyelesaian : Membuat Kesepakatan 

Setelah mengadakan pertemuan terpisah para pihak dikumpulkan 

lagi untuk mengadakan negosiasi akhir dan penyelesaian beberapa hal 

yang lebih detail, kemudian kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk 

akta yang ditandatangani kedua belah pihak.  
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6. Variasi Penerapan Mediasi  

Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung ada 

beberapa bentuk penerapan variasi Mediasi, dan dari beberapa variasi mediasi 

ini tidak semua dijalankan di Pengadilan. seperti mediasi sukarela dan mediasi 

wajib, dan memang pada awalnya mediasi ini sebagai salah satu cara 

penyelesaian sengketa yang didasarkan oleh pilihan sukarela oleh para pihak, 

namun, penggunaan mediasi diwajibkan atas dasar perintah ketentuan undang- 

undang, berikutnya yaitu mediator yang dipilih atau mediator yang ditunjuk 

maksudnya ialah, para pihak yang memilih sendiri mediator dalam sidang 

mediasi atau mediator yang di tunjuk oleh Hakim dalam pelaksanaan proses 

mediasi,  

 Mediator Profesional dan Mediator Bukan Profesional, maksudnya 

yaitu mediator profesional adalah mediator yang telah tersertifikasi akan tetapi 

ia berada diluar pengadilan, sedangkan mediator yang bukan profesional ialah 

seluruh Hakim yang ada di pengadilan baik yang sudah tersertifikasi ataupun 

yang belum tersertifikasi, akan tetapi di pengadilan selalu menggunaka Hakim 

sebagai mediator, dan belum pernah memakai Mediator diluar Pengadilan. 

Mediasi Evaluatif dan Mediasi Fasilitatif, Mediasi Evaluatif yaitu  

disebut dengan model yang terpusat pada opini Hakim, sedangkan Mediasi 

Fasilitatif yaitu fasilitatif disebut juga  dengan model  yang terpusat pada 

negosiasi.dan di pengadilan Agama tidak memakai mediasi Evaluatif, dan 

memakai mediasi Fasilitatif, hal ini dikarnakan model ini hanya berpusat pada 
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opini Hakim, sedangkan fasilitatif adalah model mediasi yang sifatnya melalui 

negosiasi untuk mendapatkan keputusan bersama, dan bukan menguamakan 

opini-opini dari Hakim
12

. 

7. Metode Mediasi  

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Mediator yaitu Ibu 

Mufidatul Hasanah, Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Kelas 

1A Tanjung Karang Bandar Lampung, tidak ada metode tertentu pada saat 

melakukan proses mediasi, sama hanya dengan apa yang di ungkapkan oleh 

Bapak Firdaus, hanya saja mediator harus mampu menggali informasi yang 

ada pada para pihak, Dan menurut bapak Abu Semen Bastoni, Cara mediator   

mendalami permasalahan yang ada pada para pihak  adalah dengan cara 

kaukus
13

.  

8. Jumlah Perkara Putusnya Perkawinan karena Perceraian  

Dibawah ini adalah laporan Tahunan Perkara Pengadilan Agama, jumlah 

pertahun perkara putusnya perkawinan karena perceraian, dari tahun 2011 – 

2016 rekapitulasinya adalah sebagai berikut
14

 :   

Nomor Tahun Jumlah 

4 2014 1038 

5 2015 1135 
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1. Rekapitulasi Mediasi Perceraian   

Tercatat sepanjang tahun 2016, ada sekitar 1192 pasangan suami istri 

yang mengajukan gugat cerai, dan dalam setiap bulannya lebih dari 10 orang 

yang melakukan mediasi. Berikut ini adalah rekapitulasi mediasi yang 

dilaksanakan sepanjang tahun 2016 yaitu sebagai berikut
15

 : 

No Bulan Jumlah yang 

dimediasi 

T. berhasil 

 

Berhasil Gagal 

1 Januari 28 orang 25 1 2 

2 Febuari 34 orang 27 _ 3 

3 Maret 33 orang 33 2 1 

4 April 25 orang 23 1 2 

5 Mei 34 orang 32 _ 3 

6 Juni 32 orang 31 _ 1 

7 Juli 11 orang 10 1 _ 

8 Agustus 36 orang 33 _ 2 

9 September 23 orang 20 _ 2 

10 Oktober 21 orang 18 _ _ 

11 November 24 orang 21 1 6 

12 Desember 24 orang 20 _ 3 
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BAB IV 

ANALISIS PROSES MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA 

KELAS 1A TANJUNG KARANG 

 

A. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar 

Lampung 

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diketahui 

bahwasannya mediasi adalah salah satu layanan Bimbingan Konseling yang 

diberikan kepada kliennya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi 

pada pihak-pihak yang bertikai. Diterapkanya peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomr 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dapat menjadi 

upaya penyelesaian sengketa  perdata, sehingga penyelesaian sengketa melalui 

mediasi menjadi pilihan utama. Dikatakan menjadi pilihan utama karena 

upaya penyelesaian sengketa ini melalui perundingan para pihak yang 

didampingi oleh orang ketiga yaitu mediator dengan tujuan agar dapat 

menyelesaikan masalah. 

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan 

tahapan pertama yang harus dilakukan seorang Hakim dalam menyidangkan 

suatu perkara yang diajukan kepadanya. Kewajiban Hakim dalam 

mendamaikan pihak-ihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam 



79 
 

yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi 

diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian ( Islah).  

Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan,  

yaitu jika prosesnya baik, maksudnya ialah jika kedua belah pihak hadir pada 

saat panggilan mediasi, maka tercapailah kesepakatan damai antara kedua 

belah pihak, akan tetapi jika prosesnya tidak baik, maksudnya ialah jika salah 

satu dari para pihak tidak mau hadir pada saat pemanggilan sidang mediasi 

maka akan menjadikan mediasi itu gagal.   

Proses atau Tahapan-tahapan mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 

1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu adanya tahapan 

pramediasi pramediasi maksudnya ialah adanya tahapan yang harus dilakukan 

sebelum masuk keproses mediasi. 

1. Tahapan Pramediasi 

Penggugat mendaftarkan gugatanya di Kepaniteraan Pengadilan, lalu 

kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis Hakim yang akan 

memeriksa perkaranya. Kewajiban untuk melakukan mediasi timbul jika 

pada saat hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis hakim akan 

menyampaikan kepada tergugat dan penggugat prosedur mediasi yang 

wajib mereka jalankan. 
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Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan 

kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar 

mediator yang ada di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak boleh 

memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki 

sertifikat mediator. Para pihak diberi waktu 2 hari untuk memilih mediator, 

jika dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menenukan mediator, 

Majelis Hakim yang akan menunjuk Hakim pengadilan diluar Hakim 

pemeriksa perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada Hakim yang 

bersertifikat, salah satu anggota Hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk 

oleh ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator. 

Hakim pemeriksa perkara memberikan waktu selama 30 (tiga puluh) 

hari kerja kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Jika di 

perlukan waktu mediasi dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empa belas) 

hari kerja. 

2. Pembentukan Forum 

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang 

disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapa 

menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis 

Hakim. Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. 

Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh para pihak 
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yang bersengketa dan tidak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum ataupun 

melalui alat komunikasi seperti handphone dan yang lainya.  

Didalam forum ini, mediator memberikan sambutan seperti 

meyakinkan kepada para pihak yang masih ragu tentang manfaat atau 

keuntungan mediasi, menegaskan bahwa para pihak mempunya 

kewenangan untuk mengambil keputusan, dan menerangkan kepada para 

pihak bahwa mediator tidak akan berpihak kepada salah satu peserta 

mediasi. Salah satu keuntungan dalam mediasi misalnya saja penyelesaian 

perkara bersifat informal artinya penyelesaian perkara dengan pendekatan 

nurani dan moral bukan doktrin semata,dan yang menyelesaikan perkara 

para pihak sendiri sesuai kemauan mereka karena merekalah yang lebih 

tahu hal yang sebenarnya atas sengketa yang dipermasalahkan itu dan 

masih banyak keuntungan yang didapat, dan diforum tersebut mediator 

menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan 

kepercayaan para pihak. 

3. Pendalaman Masalah 

Cara mediator  mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus. 

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa 

dihadiri oleh pihak lainnya. Kaukus dilakukan agar para pihak dapat 

memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin 

tidak disampaikan saat bertemu dengan pihak lawan. Mengolah data dan 
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mengembangakn informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, 

memberikan penilaian terhadap kepentingan-kepentingan yang telah 

diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar 

menawar penyelesaian masalah.  

Tawar menawar atau negosiasi adalah waktu terbesar dalam mediasi, 

karena dalam tahap ini akan membicarakan masalah krusial yang 

diperselisihkan, dalam tahapan ini ada dua model, model pertama para 

pihak bicara langsung dan mediator hanya menjaga urutan bicara dan 

membantu proses komunikasi, maksudnya ialah mediator mempersilahkan 

kedua belah pihak untuk mengungkapkan permasalahanya terlebih dahulu 

kemudian mediator mendengarkan, dan kedua mediator mengatur seluruh 

arah pembicaraan dengan memberikan pertanyaan kepada para pihak dan 

memberikan tawaran solusi. 

4. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan 

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan 

kehendaknya berdasarkan kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir 

kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam 

catatan dan menggunakannya kedalam dokumen kesepakatan dalam pasal 

23 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang 

harus di penuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut : 

a. Sesuai kehendak para pihak 

b. Tidak bertentangan dengan Hukum 



83 
 

c. Tidak merugikan pihak ketiga 

d. Dapat dieksekusi dan 

e. Dengan itikad baik. 

Bila terdapat kesepakatan yang melanggar syarat-syarat tersebut diatas, 

mediator wajib mengingatkan para pihak. akan tetapi jika mereka 

bersikeras, mediator berwenang untuk menyatakan bahwa proses 

mediasinya gagal dan melaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara. Jika 

tercapai kesepakatan perdamian, para pihak dengan bantuan mediator wajib 

merumuskan secara terulis kesepakatan yang dicapai dan di tandatangani 

oleh para pihak dan mediator. Dokumen kesepakatan damai akan dibawa 

kehadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat dikukuhkan menjadi akta 

perdamaian. 

5. Kesepakatan di Luar Pengadilan 

Dalam  Pasal 23 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 disebutkan 

bahwa para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil 

menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian 

tersebut kepengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian 

dengan cara mengajukan gugatan.  

Maksud dari pengajuan gugatan ini adalah agar sengekta para pihak 

masuk dalam kewenangan Pengadilan melalui pendaftaran pada 

registerperkara di Kepaniteraan  Perdata. Ketua Pengadilan selanjutnya 
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dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan mengukuhkan perdamaian 

tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum (kecuali perkara yang 

bersifat tertutup untuk umum seperti perceraian). 

6. Keterlibatan Ahli Dalam Proses Mediasi 

Pasal 16 Ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa 

atas persetujuan para pihak atau kuasa Hukum, mediator dapat 

mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk 

memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu 

menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak. 

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak 

sesuai kesepakatan. Namun PERMA tidak menjelaskan siapa yang dapat 

dikatagorikan sebagai ahli, sehingga penentuan siapa yang akan dijadikan 

ahli dalam proses, mediasi sesuai dengan rekomendasi mediator dan 

kesepakatan para pihak. 

7. Berakhirnya Mediasi 

Proses mediasi dinyatakan berakhir dalam 2  (dua) bentuk. Pertama 

mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakaan di antara 

para pihak, proses perdamian tersebut akan ditindak lanjuti dengan 

pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang 

mengandung kekuatan layaknya seperti putusan Hakim yang telah 

berkekuatan Hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemukan jalan buntu 
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dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di Pengadilan yang gagal 

akan dilanjutkan ke sidang Pengadilan. 

8. Mediasi pada Tahap Upaya Hukum 

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya 

perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, 

atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada 

tingkat banding,kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu 

belum diputus.  

Demikian tahapan mediasi yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 

Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi 

di Pengadilansecara singkat tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat secara 

sistematis dalam tabel sebagai berikut :  
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  BAB V 

KESIMPULAN  

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, dan analisis data yang telah penulis uraikan pada bab IV sesuai 

dengan hasil penelitian lapangan serta di dukung dengan teori dari buku-buku. 

Maka pada bab ini penulis ingin menyimpulkan hasil dari penelitian yang penulis 

lakukan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung 

Karang Bandar Lampung yaitu sebagai berikut : 

1. Pra medissi 

Pada tahapan ini, seseorang yang hendak berperkara di Pengadilan 

Agama, harus melalui proses pendaftaran perkara, setelah mendaftar ke 

register, maka para pihak di panggil oleh Majelis Hakim untuk memulai 

persidangan petama, sebelum gugatan/ permohonan itu dibacakan, Majelis 

Hakim melakukan dahulu proses yang bernama mediasi. Sebelum Hakim 

melakukan proses mediasi, maka Hakim akan menyampaikan pengertian 

mediasi, serta hak kewajiban dan kedudukan mediator, dan waktu mediasi 

yang hendak ditempuh. Setelah itu para pihak memilih mediator sesuai 

dengan kesepakatan para pihak. Kemudian setelah ditetapkan, maka 
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Majelis Hakim menetapkan Hakim Mediator yang telah dipilih oleh kedua 

belah pihak dengan surat penunjukan dari Majelis Hakim. 

2. mediasi 

Proses mediasi dilakukan pada waktu yang telah disepakati oleh para 

pihak diruang khusus mediasi. Proses mediasi dihadiri oleh para pihak di 

ruang khusus untuk mediasi yang telah disediakan.  Lalu mediator 

mengulang kembali memberikan pengertian mengenai mediasi serta 

memulai proses mediasi dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh 

pihak dan melihat pandangan dari para pihak dan selanjutnya mediator 

menawarkan solusi bagi para pihak, dan jika perlu mediator melakukan 

kaukus untuk menggali informasi lebih dalam. Proses mediasi ini tidak 

hanya berlangsung dalam satu waktu saja, akan tetapi semua ini 

bergantung pada kondisi suasana mediasi yang berbeda- beda, maksimal 

adalah 40 hari sejak Majelis Hakim memutuskan untuk diadakannya 

mediasi. 

3. Pasca mediasi 

Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan 

mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam 

kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan 

mediator. Dan mediator pun wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan 

mediasi kepada Hakim pemeriksan perkara dengan melampirkan 

kesepakatan perdamaian. 
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4. Saran   

Proses mediasi di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang ini masih 

belum efekif, dikarnakan sedikitnya jumlah Hakim dan Hakim yang 

tersertifikasi. Penulis hanya ingin memberikan saran atau masukan kepada 

Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung, bahwa 

hendaknya Pengadilan Agama menambah jumlah Hakim Mediator, memberikan 

tes dan pelatihan kemampuan dalam memberikan mediasi, agar Hakim Mediator 

dapat menyusun strategi-strategi yang tepat supaya para pihak mengurungkan 

niatnya untuk bercerai. 






